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ABSTRAK 
 
Nama : Angga 
Nim : 90300114033 
Judul Skripsi : Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi 
Di Pulau Sulawesi 
 Ketimpangan merupakan permasalahan yang harus diperhatikan dalam 
proses pembangunan di setiap wilayah terutama di Pulau Sulawesi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi, membuktikan 
hipotesis Kuznets, serta menganalisis pengaruh aglomerasi, tingkat pengangguran 
terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan di 
Pulau Sulawesi. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang 
bersifat deskriptif dan inferensial dengan menggunakan data sekunder berupa data 
time series selama 6 tahun dan data cross section 6 Provinsi Di Pulau Sulawesi. 
Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. 
 Hasil penelitian menunjukkan selama periode penelitian tahun 2011-2016, 
terjadi ketimpangan yang bisa dikatakan tergolong rendah walaupun cenderung 
mengalami peningkatan setiap tahunnya di Pulau Sulawesi menurut Indeks Intropi 
Theil. Akibatnya terbukti Hipotesis Kuznets berlaku di Pulau Sulawesi yang 
ditandai dengan adanya kurva U-terbalik. Variabel aglomerasi, tingkat 
pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
Aglomerasi berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka, 
desentralisasi fiskal, dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
 
 
Kata Kunci : Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Desentralisasi Fiskal, 
Investasi, dan Ketimpangan Pembangunan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi 
yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan struktur ekonomi yang ditandai 
dengan adanya industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang kuat. 
Pembangunan ekonomi sendiri merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasanya diukur dengan ukuran 
peningkatan pendapatan perkapita, selain untuk meningkatkan pendapatan 
perkapita pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk peningkatan produktivitas. 
Dalam jangka panjang suatu pembangunan ekonomi akan menghasilkan perubahan 
struktur ekonomi dari tradisional menuju modern, dimana sektor primer yang 
merupakan sektor yang sangat tergantung pada alam akan tergeser oleh sektor- 
sektor non primer seperti industri dan jasa yang menjadi sektor unggulan. 
 Menurut Todaro (2006), Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan 
yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena 
globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu 
pengetahuan telah berdampak pada perubahan dalam semua aspek kehidupan 
manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik 
ekonomi maupun sosial. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus 
tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian 
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kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan 
yang serba lebih baik. 
 Terdapat tiga nilai pokok keberhasilan suatu pembangunan ekonomi 
menurut Todaro (Arsyad, 2005), yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic needs), meningkatkan harga diri (self-
esteem) sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih 
(freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. 
Namun dalam pembangunan tidak selalu bisa mencapai pemerataan. Beberapa 
daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami 
pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang 
sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya 
kecenderungan peranan modal memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah 
memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan 
telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang trampil. 
 Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, 
pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah di Pulau 
Sulawesi. Dengan begitu, geliat perekonomian tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. 
Di Pulau Sulawesi tersebut dibangun jalur kereta api Makassar-Parepare sepanjang 
145 Kilometer yang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah. Ada juga 
pembangunan bendungan ladongi di Kolaka Timur yang memiliki fungsi sebagai 
pengairan, sumber listrik, dan alternatif wisata. Infrastruktur lainnya antara lain 
pembangunan bandara Miangas di Kepulauan Talaud serta jalan tol yang 
menghubungkan Manado sampai Bitung sepanjang 39,9 kilometer. Dengan 
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berbagai infrastruktur tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi utamanya 
pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. 
Menurut Dwiyani (2017), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pembangunan sangat sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi 
dan pertumbuhan. Dimana satu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak 
lain. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan 
ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar 
daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi 
tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada 
suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan 
dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis 
Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal 
distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya 
hal tersebut akan membaik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pada saat pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam daerah tersebut, 
akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per 
kapita bagi seluruh masyarakat daerah tersebut. 
Menurut Lili (2008), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang 
merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi 
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yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini 
dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.   
Menurut Angelia (2010), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 
ukur dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar 
harga konstan. Ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang 
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang 
dicapai pada masa sebelumnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak 
selamanya didikuti dengan pemerataan.   
Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2010 antar provinsi 
dipulau Sulawesi dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 
Tahun 2010 Di Pulau Sulawesi Tahun 2012-2016 
 
Tahun 
PDRB (Miliar Rupiah) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
2012 58,677.59 62,429.53 202.184,59 59,785.40 17,987.07 20,786.89 
2013 62,422.59 68,191.86 217,589.17 64,268.71 19,367.57 22,227.39 
2014 66,360.76 71,676.65 233,998.74 68.290,56 20,775.70 24,200.11 
2015 70,425.14 82,829.23 250,729.56 72,988.30 22,070.45 25,983.38 
2016 74,771.07 91,070.55 269,338.55 77,739.54 23,503.15 27,550.26 
 Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2018  
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012 sampai 2016, 
PDRB di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke 
tahun. Meskipun demikian, pola pertumbuhannya tidak seragam dimana Provinsi 
Sulawesi Selatan menjadi leader diantara lima Provinsi yang lain dalam satu 
kesatuan Pulau Sulawesi yang ditujukan dengan besarnya nilai PDRB yang 
dimilikinya sedangkan nilai PDRB terkecil terdapat pada Provinsi Gorontalo. 
PDRB dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 
daerah dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau 
Sulawesi Tahun 2014-2016 
Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2018  
Gambar 1.1 menunjukan bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2016, laju 
pertumbuhan PDRB antar Provinsi di Pulau Sulawesi cenderung mengalami 
fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan 
ekonomi tidak terjadi secara merata dan bisa jadi disebabkan karena kontribusi 
seluruh masyarakat. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya 
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ketimpangan antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 
pertumbuhan yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang 
merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut juga meningkat. Selain itu, tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh 
pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk 
(Todaro, 2004).   
Ketimpangan yang terjadi di pulau Sulawesi ini di sebabkan oleh banyak 
faktor. Seperti pada teori Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah 
berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba 
inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah 
yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap 
terlantar. Menurut Myrdal, ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan 
ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (backwash effect) yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan dampak sebar (spread effect). Faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi. 
Investasi merupakan perpindahan modal dimana cenderung meningkatkan 
ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan 
merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan 
menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang yang 
lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal 
di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1990). Kelangkaan modal ini akan 
menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dangan wilayah terbelakang.  
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Selain investasi, terkonsentrasinya suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah 
tertentu secara langsung akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar 
daerah sehingga tercipta suatu kondisi dimana daerah yang menjadi pusat 
konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang 
lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya relatif lebih makmur, 
dibandingkan dengan daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi yang 
hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga tingkat kemakmuran 
masyarakatnya relatif rendah. 
Menurut Sjafrizal (2008), bahwa ketimpangan pembangunan juga dapat 
dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara 
horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang. Ketimpangan pada 
dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan 
perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat 
dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga 
menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu 
daerah biasanya terdapat daerah maju (developed region) dan daerah terbelakang 
(underdeveloped region). 
Menurut Kuncoro (2004), bahwa daerah yang memiliki tingkat aglomerasi 
rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang. Disamping itu, 
penetapan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah diberikan wewenang 
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi 
ketimpangan daerah. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya 
perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, 
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tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang 
kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan 
direncanakan dari pusat. 
Disamping itu, dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara dan daerah kondisi demografis sangat berkaitan. Perbedaan tingkat 
pertumbuhan dan perbedaan struktur kependudukan dan perbedaan kondisi 
ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran menjadi salah 
satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah. Daerah 
dengan kondisi demografis yang baik akan mempunyai produktivitas kerja yang 
lebih tinggi begitupun dengan sebaliknya. Lesman (2006), melihat bahwa kondisi 
demografis dari sisi pengangguran suatu daerah yaitu jika tingkat pengangguran 
suatu daerah tinggi akan menyebabkan semakin tinggi nya ketimpangan daerah 
tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka informasi mengenai ketimpangan 
pembangunan ekonomi antar Provinsi di pulau Sulawesi sangat penting diperlukan 
untuk mendukung kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang “Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar 
Provinsi Di Pulau Sulawesi”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah hipotesis Kuznet berlaku di Pulau Sulawesi? 
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2. Apakah ada pengaruh aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi? 
3. Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi? 
4. Apakah ada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi? 
5. Apakah ada pengaruh investasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 
di Pulau Sulawesi? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini dengan melihat permasalahan diatas adalah: 
1. Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di Pulau Sulawesi. 
2. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
4. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
5. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan 
sebagai: 
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1. Secara teoritis sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat 
mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian 
mengenai ketimpangan pembangunan khususnya yang berada di Pulau 
Sulawesi. 
2. Secara praktis sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak 
pemerintah dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah 
ketimpangan pembangunan yang terus menerus terjadi di Indonesia 
khususnya antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Selanjutnya hasil penelitian ini 
diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil solusi yang 
tepat dan baik guna memecahkan masalah ketimpangan pembangunan.
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Landasan Teori 
1. Pembangunan Ekonomi 
Menurut Sukirno (2011), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan 
ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. 
Pembangunan tidak hanya menganalisis masalah perkembangan pendapatan 
nasional, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi seperti kepada usaha 
merombak sektor pertanian yang tradisional dan masalah percepatan pertumbuhan 
ekonomi serta masalah pemerataan pembagian pendapatan. Perbedaan penting 
lainnya dalam pembangunan ekonomi yaitu tingkat pendapatan perkapita yang 
secara terus menerus mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi 
belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita. 
Pada saat terjadi kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, 
maka terjadi pula pertambahan penduduk. Oleh karena itu, pertambahan kegiatan 
ekonomi ini digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan 
penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. 
Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan 
ekonomi. Sejalan dengan pendapat Kuncoro (2006), yang mengatakan bahwa 
pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pendapatan perkapita suatu negara 
meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk 
yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut. Laju pembangunan ekonomi suatu 
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negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik 
Bruto (Gross Domestic Bruto atau GDP). Namun demikian, cara tersebut memiliki 
kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan 
masyarakat yang dicapai. 
Menurut Todaro (2006), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah 
suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan 
besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi 
atau menghapus tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran 
dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pembangunan merupakan kenyataan fisik 
sekaligus keinginan suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui 
serangkaian proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan 
yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan ditunjuukkan oleh tiga nilai pokok 
yaitu: 
a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 
kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, 
dan perlinduangan keamanan. 
b. Peningkatan standar hidup layak tidak hanya berupa peningkatan 
pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, 
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai 
cultural dan kemanusiaan, yang semuanya itu tidak hanya memperbaiki 
kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada 
pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 
13 
 
 
 
c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta 
bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan masyarakat dari 
sifat ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara lain, namun 
juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai 
kemanusiaan. 
Dalam pandangan ekonomi Islam, yang menjadi titik berat dari pembangunan 
tidak terletak pada materi yang dimilki oleh suatu negara ataupun individu. 
Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berpusat pada dunia namun juga 
pada akhirat, sehingga pembangunan tidak hanya dilihat dari materi yang 
merupakan ukuran dunia. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Jumu’ah/62;10 
yang berbunyi: 
َاِذَإف  َِتيُِضق ُ ةَٰول َّصلٱ  َف  اوُرَِشتنٱ  ِيف َ ۡلٱ ِضۡر  َو  اُوَغتۡبٱ  ِلَۡضف نِم ِ َّللّٱ  َو  اوُرُكۡذٱ  َ َّللّٱ  اٗرِيثَك
 َنوُحِلُۡفت ۡمُكََّلعَّل١٠  
Terjemahnya:  
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung”.  
 
Pada ayat yang ke 10, menurut Taufik Chandra dan Amiruddin K 
(Syaripuddin, 2017), ditegaskan apabila ibadah shalat telah dilaksanakan maka kita 
diperuntukkan untuk melanjutkan aktivitas untuk mencari karunia Allah. Hal ini 
memberi pengertian bahwa kita tidak boleh malas, karena rezeki Allah tidak datang 
dengan sendirinya. Potensi akal yang dimiliki oleh manusia hendaknya menjadi 
modal utama untuk meningkatkan produktivitas kerja secara kreatif dan inovatif 
agar hidupnya lebih berkualitas. Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat 
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diperintahkan oleh Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-
Nya seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain sebagainya. 
Kaum muslimin dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah 
kapanpun dan dimanapun mereka berada serta selalu mengacu pada QS Al-Jum’ah 
ayat 10 yaitu senantiasa melakukan kedisplinan dalam menunaikan ibadah wajib 
seperti bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mempersiapkan untuk 
kehidupan di akhirat kelak. Manusia dalam ayat ini diperintahkan agar melakukan 
keseimbangan antara kehidupan didunia dengan melaksanakan ibadah ritual dan 
juga giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
2. Pembangunan Ekonomi Daerah 
Menurut Amalia (2007), mengartikan bahwa pembangunan ekonomi sebagai 
suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 
meningkat. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan 
dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Selanjutnya menurut sukirno (2011), mengartikan pembangunan ekonomi 
sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan 
kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan 
semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan 
teknologi semakin meningkat, sehingga implikasi dari perkembangan ini 
diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan 
kemakmuran masyarakat semakin tinggi. 
Sedangkan menurut Adisasmita (2005), pembangunan adalah suatu proses 
dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi 
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dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baikpun mungkin saja 
menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. 
Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup 
permasalahannya lebih luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan 
cara pemecahannya telah mengalami pula perkembangan.   
Menurut Sjafrizal (2008), bahwa upaya pembangunan yang dilakukan daerah 
dapat berupa kemakmuran wilayah dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan 
dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (place prosperity), ditujukan agar 
kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana dan prasarana, perumahan 
dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan 
sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan lain 
sebagainya. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat mendorong pesat 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal tersebut 
disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya tarik bagi 
para investor dalam menanamkan modalnya. 
Menurut Arsyad (2005), mengemukakan pembangunan ekonomi daerah 
merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada 
untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang baik, identifikasi pasar-pasar 
baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan pasar baru. 
Dalam membangun perekonomian lokal maka pemanfaatan sumberdaya-
sumberdaya pembangunan diarahkan untuk mencapai keunggulan komparatif 
(comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) 
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sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya perusahaan yang ada sekarang 
dan perusahaan baru, serta mempertahankan basis ekonomi yang dimiliki oleh 
wilayah yang bersangkutan. 
3. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan 
daerah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan 
disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses dimana terjadi 
kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi 
perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output 
riil. Pertumbuhan ekonomi secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu proses 
perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan dalam periode 
tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak dari kebijaksanaan 
yang dijalankan oleh pemerintah daerah (Fachrurrazy, 2009). 
Menurut Todaro (2006), mendefenisikan pertumbuhan ekonomi adalah suatu 
proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus 
menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat 
pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. 
Menurut Sukirno (2011), juga memberikan defenisi bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan 
menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun 
tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. 
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Teori pertumbuhan daerah menganalisis suatu daerah sebagai suatu sistem 
ekonomi terbuka yang berhubungan dengan daerah-daerah lain melalui arus 
perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan 
dalam suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan daerah dalam bentuk 
permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan daerah 
tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari daerah lain akan mengurangi 
tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah serta interrelasi. 
Menurut Sirojusilam (2008), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari 
berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan 
tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk 
mengevaluasi keberhasilan pembangunan. 
Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam 
era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-
masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, 
guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan 
tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting 
artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat 
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008). 
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 Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi 
yaitu: 
a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru 
yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya 
manusia. 
b. Pertumbuhan penduduk, yang pada tahun-tahun berikutnya akan 
memperbanyak jumlah angkatan kerja. 
c. Kemajuan teknologi, dengan adanya teknologi dapat menciptakan metode 
produksi yang baru. Pertumbuhan teknologi yang baik dapat 
meningkatkan produktivitas kerja, modal dan faktor produksi lainnya, 
sehingga dapat menciptkan pertumbuhan ekonomi. 
4. Ketimpangan Pembangunan 
Menurut Sigalinggin (2008), berpendapat bahwa ukuran ketimpangan 
pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal 
yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. 
Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa adanya ketimpangan ketimpangan 
suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyaknya kelompok miskin pada daerah 
yang bersangkutan. Akan tetapi, adapula masyarakat merasakan adanya 
ketimpangan yang sangat tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya 
di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin.  
Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan antar daerah merupakan hal yang 
umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya 
perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang 
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terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu 
daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena 
itu disetiap daerah biasanya terdapat daerah maju (Developed Region) dan daerah 
terbelakang (Underdeveloped Region). 
Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang 
relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya 
perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat 
tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga 
menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 
2011). 
Al-Qur’an menyatakan bahwa salah satu aspek keadilan yang wajib 
ditegakkan ialah keadilan dalam bidang ekonomi. Keadilan ekonomi pada 
prinsipnya ialah harta tidak boleh terkonsentrasi dan beredar hanya pada kelompok 
golongan kaya saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan pada sekelompok orang, maka 
akan timbul ketimpangan sosial dan akan terjadi kemiskinan. Sebagaimana Allah 
SWT berfirman dalam QS Al-Hasyr/59:7 yang berbunyi: 
...  َك َنَۡيب َََۢةلُود َنوَُكي َلَ ۡي ِٓءَاِينَۡغۡلٱ  ُمُكَٰىتاَء ٓاَمَو ۡۚۡمُكنِم ُلوُس َّرلٱ  ُهُوذَُخفاَمَو  ُهۡنَع ۡمُكٰىََهن
 َف ۡۚ اوَُهتنٱ  َو  اُوقَّتٱ  هَ َّللّٱ  َِّنإ َ َّللّٱ  ُديِدَش ِبَاقِعۡلٱ ٧  
Terjemahnya: 
“…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 
kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang 
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.  
 
Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh 
Douglas C. North dalam analisanya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. 
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Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat 
pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan 
antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. 
Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, 
ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. 
Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, 
bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan 
pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan 
hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi 
umunya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada 
negaranegara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar 
wilayah berbentuk huruf U terbalik. 
Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson 
(1966), melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada 
negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan 
cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar 
secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung 
dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi 
pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012). 
Menurut Todaro (2006), mengungkapkan bahwa ketimpangan pada 
kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya 
ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk 
dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan 
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daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna 
meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan 
dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan 
semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa 
inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 
ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.  
Menurut Arsyad (2005), juga berpendapat bahwa perbedaan tingkat 
pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat 
kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai 
pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, 
modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. 
Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah disebabkan oleh 
beragamnya faktor yang mempengaruhi. Seperti yang terdapat dalam Sjafrizal 
(2012), penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah diantaranya:  
1) Perbedaan kandungan sumber daya alam.  
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan 
produksi pada daerah bersangutan. Daerah dengan kandungan sumber 
daya alam cukup tinggi akan dapta memproduksi barang-barang tertentu 
dengan baiaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang 
mempunyai kandungan sumberdaya alam rendah. Kondisi ini mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat dan 
begitu pula sebaliknya. 
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2) Perbedaan kondisi demografis  
Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan 
dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, 
perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkahlaku dan 
kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. 
Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai 
produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong 
peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan 
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.   
3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa  
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah 
dan migrasi baik yang disponsori pemerintah atau migrasi spontan. 
Dengan adanya mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi 
suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. 
Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung 
tinggim sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses 
pembangunannya.  
4) Kosentrasi kegiatan ekonomi wilayah  
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerha 
dimana kosentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang 
selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerha melalui 
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan 
masyarakat.  
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5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah  
Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan 
pertumbuhan ekonomi. daerah dengan dengan alokasi investasi yang lebih 
besar baik dari pemerintah maupun swasta, akan cenderung mempunyai 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.  
Untuk mengukur adanya disparitas atau ketimpangan, perlu dibedakan terlebih 
dahulu antara mengukur ketimpangan dalam pembagian atau distribusi pendapatan 
dengan mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara 
umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan 
digunakan alat ukur seperti Gini Ratio, Kurva Lorenz dan alat ukur berdasarkan 
kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan 
pembangunan antarwilayah digunakan alat ukur seperti Williamson Index dan Theil 
Index. 
a) Gini Rasio  
Rasio atau Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan untuk mengetahui 
tingkat pemerataan pendapatan. Nilai koefisien Gini berkisar antara nol 
(pemertaan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Adapun 
kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu 
masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi (BPS: 
2018). Adapun kriteria pengukurannya sebagai berikut:  
(1) Ketimpangan taraf rendah, apabila koefisien Gini <0,35  
(2) Ketimpangan taraf sedang, bila koefisien Gini antara 0,35 - 0,5  
(3) Ketimpangan taraf tinggi, bila koefisien Gini > 0,5  
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Sedangkan untuk mengitung besarnya koefisien Gini digunakan perhitungan 
sebagai berikut:  
 
Dimana:   
Pi  = Presentase rumahtangga atau penduduk pada wilayah i  
Qi = Presentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran wilayah i 
b)  Kurva Lorenz  
Kurva Lorenz merupakan salah satu metode untuk menganalisis 
pendapatan perorangan. Dimana jumlah penerimaan pendapatan 
dinyatakan dalam sumbu horizontal dalam presentase kumulatif. 
Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari pendapatan total yang 
diterima oleh masing-masing presentase klompok penduduk. Kurva 
Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase 
penerima pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-
benar diterima masyarakat selama satu tahunnya. Kurva Lorenz 
menggunakan data desil sehingga populasi terbagi menjadi sepuluh 
kelompok. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang 
merupakan garis pemerataan sempurna) semakin timpang distribusi 
pendapatannya.  
c) Kriteria Bank Dunia  
Pengukuran disparitas menggunakan kriteria Bank Dunia dilakukan 
dengan membagi penduduk dalam 3 kelompok yaitu:  
25 
 
 
 
(1) 20 % penduduk berpendapatan tinggi  
(2) 40% penduduk berpendapatan sedang  
(3) 40% penduduk bependapatan rendah  
Sedangkan formula perhitungan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:  
 
Dimana:   
YD  = Presentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan 
bawah  
Qi – 1   = Presentase kumulatif pendapatan ke i-1 
Pi   = Presentase kumulatif penduduk ke i  
qi   = Presentase pendapatan ke i  
d) Index Williamson  
Index ini yang sebenarnya adalah coefficient of variation yang lazim untuk 
mengukur perbedaan. Indeks ini memiliki beberapa kelemahan yaitu 
sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. 
Dan untuk formula perhitungannya adalah sebagai berikut:  
Dimana:  
  Untuk kabupaten/kota:  
yi   = PDRB perkapita di kecamatan i  
y  = PDRB perkapita rata-rata kabupaten/kota  
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fi    = Jumlah penduduk kecamatan i  
n   = jumlah penduduk di kabupaten/kota 
 Untuk provinsi:  
yi = PDRB perkapita di kabupaten/kota i 
y  = PDRB perkapita rata-rata provinsi 
fi   = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i 
n  = jumlah penduduk diprovinsi  
e) Indeks Entropi Theil  
Penggunaan Indeks Theil lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan 
pembangunan antarwilayah. Kelebihan dalam menggunakan indeks ini, 
pertama indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah 
secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, 
dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam 
presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan 
wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi 
kebijakan yang cukup penting.  
Dengan formulasi Indeks Theilnya yaitu:   
   
 Dimana:  
 I Intra  = Indeks Entropi Theil intra region  
  Yi  = PDRB perkapita di kecamatan i  
  Y  = PDRB perkapita Kabupaten  
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  ni  = jumlah penduduk wilayah i  
  N  = jumlah penduduk kabupaten  
Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini hanyalah indeks Entropy 
Theil. Karena indeks Entropy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan 
selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam 
sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk 
menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan 
yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai 
kesenjangan atau ketimpangan spasial. 
5. Hipotesis Kuznets 
Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2004) membuat hipotesis adanya kurva U 
terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, 
distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu 
tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut 
Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 
kepada penduduknya. 
Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya 
meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai pada suatu tingkat 
pertumbuhan tertentu kemudian mengalami penurunan. Kuznet  menyebutkan  
bahwa  diantara  faktor-faktor  sosial,  ekonomi  dan  politik yang mempengaruhi 
pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok  pendapatan  
tinggi  dan  adanya  pergeseran  penduduk  dari  sektor pertanian tradisional ke 
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sektor industri modern. Williamson menganalisis hubungan antara distribusi 
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara.  
Menurut Mydral (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya 
pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara 
terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan regional, 
peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada 
gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi 
dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra 
pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang 
(Jhingan, 2010). 
Menurut Arsyad (2005), mengemukakan bahwa ada delapan faktor yang 
menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan pada negara-negara sedang 
berkembang, yaitu: 
a. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 
pendapatan perkapita. 
b. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tatapi tidak diikuti secara 
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 
c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 
d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal 
(capital intensive) 
e. Rendahnya mobilitas sosial. 
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f. Pelaksanaan kebijaksanaan industri subtitusi impor yang mengakibatkan 
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis. 
g. Memburuknya nilai tukar (term of trade)  
h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 
rumah tangga, dan lain-lain.   
6. Aglomerasi  
Menurut Sihombing (2008), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada pula daerah yang tingkat 
pertumbuhan ekonominya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan 
maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu 
terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi 
persebaran yang merata. 
Menurut Kuncoro (2006), mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi 
spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan. Dikatakan seperti itu, karena 
penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang 
diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen 
untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan 
komunikasi. 
Menurut Tarigan (2005), mengatakan bahwa keuntungan berlokasi pada 
tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi 
(economic of scale) dan economic of agglomeration. Economic of scale adalah 
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keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi 
lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan economic of agglomeration 
ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang 
dapat digunakan oleh perusahaan. 
Sjafrizal (2008), mengungkapkan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi antar 
daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan 
pembangunan antar wilayah, sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat 
pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan 
konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih 
lambat.  
7. Tingkat Pengangguran Terbuka 
Menurut BPS (2018), pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang 
tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah 
bekerja sama sekali mapun mereka yang sudah pernag bekerja) atau sedang 
mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa 
tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki 
pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Secara internasional, pengangguran yaitu 
seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang 
mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh 
yang diinginkannya. 
Tingkat pengangguran di hitung dengan rumus dibawah ini yaitu:  
Tingkat pengangguran tahun i =  ∑
orang yang mencari pekerjaan
∑ angkatan kerja
 x 100% 
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Menurut Sukirno (2011), pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis 
berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, sebagai berikut: 
a. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja 
yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 
b. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
adanya perubahan struktur dalam perekonomian 
c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan 
dalam permintaan agregat. 
8. Desentralisasi Fiskal  
Menurut Parson (Hidayat, 2005), mendefinisikan bahwa desentralisasi 
sebagai berbagi kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di 
pusat dengan kelompok-kelompok lainnya”, di mana masing-masing kelompok 
tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup 
territorial suatu Negara. 
Menurut Kuncoro (2004), sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 
tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini 
artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab 
(akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
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Sementara Smith (Hidayat, 2005), juga merumuskan definisi desentralisasi 
sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan lebih atas ke tingkatan lebih rendah 
dalam suatu hierarki territorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah 
dalam suatu negara maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi 
non pemerintah). 
Menurut Khusaini (Dwiyani, 2017), Secara konseptual, desentralisasi fiskal 
dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk 
mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam 
pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai money 
follow function mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada 
pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian 
kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue 
assignment). Sedangkan menurut Rahmawati (2008), mengemukakan bahwa 
penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. 
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal 
Persentase PAD Terhadap Dana 
Perimbangan 
Kemampuan Keuangan Daerah 
0 - 10,00 Sangat Kurang 
10,01 – 20,00 Kurang 
20,01 – 30,00 Cukup 
30,01 – 40,00 Sedang 
40,01 – 50,00 Baik 
➢ 50,00 Sangat Baik 
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 2018 
Berdasarkan prinsip money follow function Mahi (Dwiyani, 2017), 
menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya 
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dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan expenditure assignment dan 
revenue assigment. Pendekatan expenditure assigment menyatakan bahwa terjadi 
perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah, sehingga peran lokal public goods meningkat. Sedangkan dalam 
pendekatan revenue assignment dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan 
melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai 
fungsi yang didesentralisasikan. Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah 
pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi 
fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan 
melalui analisis ratio.  
Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan 
pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi 
tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. 
Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian 
penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi 
pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.  
9. Investasi 
 Menurut Sukirno (2011), investasi merupakan penanaman modal di suatu 
perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam 
negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal 
ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada 
giliranya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut 
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memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan 
semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi 
barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi 
pemerataan pendapatan perkapita. 
 Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung 
meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat 
akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 
dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang 
lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal 
di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993). 
10. Pengaruh Antar Variabel 
a. Pengaruh antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan  
Menurut Sjafrizal (2008), mengungkapkan bahwa terjadinya konsentrasi 
kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan 
mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini 
tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan 
cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi 
yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses 
pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat 
pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan 
ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi 
pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Ada 3 hal yang 
menyebabkan adanya aglomerasi yaitu: 
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1) Terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, 
misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. 
2) Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut 
mempengaruhi konsentrasi ekonomi. 
3) Kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena 
kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya 
manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.  
b. Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan 
Ketimpangan 
Menurut Sjafrizal (2008) mengatakan bahwa kondisi demografis suatu 
wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, 
perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat 
daerah. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja dalam suatu 
daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas 
kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 
Tingkat pengangguran yang tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap 
tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan produktivitas 
suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal 
dengan wilayah lainnya. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran 
di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan 
yang tinggi pula. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting 
untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran 
yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, 
36 
 
 
 
demikian pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai 
negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih 
banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. 
c. Pengaruh antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan  
Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk lebih inovatif dan 
kreatif dalam melakukan pengembangan ekonomi daerahnya. Perusahaan milik 
daerah dan peranan investasi swasta sangat di harapkan sebagai pemacu utama 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  
Penetapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur 
dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenanang yang lebih luas untuk mengatur 
dan mengelolah berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan 
kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistemewaan dan kekhususan suatu daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Sjafrizal (2008), mengemukakan bahwa pelaksanaan otonomi 
daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat 
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan 
dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas 
pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan 
karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat 
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setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi 
masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal 
ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan 
dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah 
akan dapat pula dikurangi.  
d. Pengaruh antara Investasi dengan Ketimpangan  
Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal 
ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu 
wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke 
suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan. Menurut Myrdal 
(Jhingan, 1993), investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-
daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong 
naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. 
Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi 
rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya 
investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, 
kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah 
adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). 
Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi 
semakin lebar. 
Menurut Suparmoko (1998), investasi adalah pengeluaran yang ditujukan 
untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (capital stock), capital 
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stock yang dimaksud tidak hanya berupa modal atau fisik seperti tanah, pabrik-
pabrik, dan mesin-mesin tetapi juga berupa sumber daya manusia atau modal 
tenaga. Penanaman modal yang dilaksanakan dengan tepat dan dalam jangka waktu 
panjang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan seperti 
pengeluaran untuk kapital atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). 
Menurut Badan Pusat Statistik (2018), PMTB adalah pengeluaran untuk barang 
modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak 
merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal, dan 
bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan 
peralatan.  Hal ini terjadi karena sebagian investasi baik swasta maupun pemerintah 
terpusat hanya beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai 
tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan 
yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. 
B. Penelitian Terdahulu 
Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI 
Jakarta pada penelitian yang dilakukan oleh Yuki Angelia tahun 2010. Pada 
pertumbuhan awal ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta memburuk, kemudian 
pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun Akan tetapi, suatu waktu 
ketimpangan tersebut akan kembali meningkat sehingga terbukti bahwa terjadi 
trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan. Dari hasil regresi 
39 
 
 
 
PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0008 pada α=5%. 
Hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan 
ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,665312 persen. Variabel 
independen kedua yaitu investasi berpengaruh negatif dan signifikan Hal ini berarti 
kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen akan mengurangi ketimpangan wilayah 
di DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. Aglomerasi berhubungan positif dan 
signifikan sebesar 0,0424 pada α=5%, dimana kenaikan tingkat aglomerasi 1 persen 
akan meningkatkan ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,080914 persen. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh 
Widi Asih tahun 2015, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu: 
perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap 
pada tahun 2004 hingga 2013. Variabel komponen pertumbuhan regional share 
dikeluarkan dari model estimasi data panel, sebab memiliki korelasi yang tinggi 
terhadap variabel lainnya. Variabel komponen pertumbuhan proporsional shift, 
tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Variabel komponen pertumbuhan 
competitive shift berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi kecamatan. Variabel jumlah penduduk menurut tingkat 
pendidikan SMA dan perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap Variabel 
jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap.  
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Pada penelitian Muhammad Noor Sandi Hidayat tahun 2016, menyimpulkan 
bahwa Variabel penerimaan daerah yanng berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi hal tersebut 
dikarenakan variabel penerimaan daerah akan menopang pengeluaran daerah. Hal 
tersebut bisa berjalan dengan baik jika pengeluaran yang dilakukan pemerintah 
daerah tidak bersifat konsumtif melainkan lebih pada pengeluaran yang bersifat 
investasi sehingga penerimaan daerah bisa dimaksimalkan dan merangsang 
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. jika siklus ekonomi di daerah tersebut baik, 
maka dapat menarik investor dari luar untuk masuk dan berinvestasi di daerah 
tersebut. 
Desentralisasi Pengeluaran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi 
secara signifikan karena esensi otonomi pengelolaan fiskal di daerah merupakan 
kebebasan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing daerah. Hal ini membuat perekonomian daerah akan sangat 
tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah. TPAK berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat disebabkan salah satunya dari 
pemerintah daerah itu sendiri, dimana pemerintah daerah belum mampu memenuhi 
kebutuhan lapangan pekerjaan yang diharapkan, hal tersebut menjadikan 
meningkatnya TPAK, tanpa diimbangi bertambahnya lapangan pekerjaan akan 
meningkatkan pengangguran yang secara langsung menurunkan pendapatan 
perkapita dan berdampak pada menurunnya PDRB. Semakin tinggi nilai investasi 
yang dikelola suatu wilayah maka perekonomian wilayah tersebut akan 
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meningkat.hal ini dikarenakan investasi dapat merangsang produksi tiap sektor 
pada daerah tersebut. 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
Nama Judul 
Metode 
Analisis 
Hasil 
Sutarno dan 
Mudrajad 
Kuncoro 
(2000) 
Pertumbuhan 
Ekonomi dan 
ketimpangan 
Antar 
Kecamatan di 
Kabupaten 
Banyumas 
Tahun 1993- 
2000 
Indeks 
Williamson 
dan Indeks 
Entropy 
Theil. 
Pada periode pengamatan 1993– 2000 
terjadi kecenderungan peningkatan 
ketimpangan, baik dianalisis dengan 
indeks Williamson maupun dengan 
indeks Entropy Theil. Ketimpangan ini 
salah satunya diakibatkan konsentrasi 
aktivitas ekonomi secara spasial. 
Vibiz 
Economic 
Reseaerch 
Center 
Efektifitas 
Faktor Input 
dan 
Ketimpangan 
Pendapatan 
Daerah 
setelah 
Desentralisasi 
Fiskal 
 Berdasarkan penelitian mengunakan 
model pertumbuhan regional ternyata 
factor endowment variabel investasi 
yaitu capital, labor, human capital 
signifikan mempengaruhi PDRB 
provinsi di Indonesia. 
Yuki 
Angelia 
(2010)  
Analisis 
Ketimpangan 
Pembangunan 
Daerah Di 
Provinsi Dki 
Jakarta Tahun 
1995-2008 
Regresi 
linear 
berganda 
dan kurva U 
terbalik 
Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-
Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI 
Jakarta. Dari hasil regresi PDRB per 
kapita berpengaruh positif dan 
signifikan sebesar 0,0008 pada α = 
5%. Hal ini berarti kenaikan PDRB 
per kapita sebesar 1 persen akan 
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meningkatkan ketimpangan daerah di 
Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,665312 
persen. Variabel independen kedua 
yaitu investasi berpengaruh negatif 
dan signifikan Hal ini berarti kenaikan 
investasi swasta sebesar 1 persen akan 
mengurangi ketimpangan daerah di 
DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. 
Aglomerasi berhubungan positif dan 
signifikan sebesar 0,0424 pada α = 
5%. 
Widi Asih 
(2015)  
Analisis 
Ketimpangan 
Dalam 
Pembangunan 
Ekonomi 
Antar 
Kecamatan 
Di Kabupaten 
Cilacap 
Tahun 2004-
2013 
Analisis 
regresi data 
panel dan 
dan tipologi 
klasen 
Variabel komponen pertumbuhan 
regional share dikeluarkan dari model 
estimasi data panel, sebab memiliki 
korelasi yang tinggi terhadap variabel 
lainnya. Variabel komponen 
pertumbuhan proporsional shift, tidak 
berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi kecamatan di Kabupaten 
Cilacap. Variabel komponen 
pertumbuhan competitive shift 
berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi kecamatan. Variabel jumlah 
penduduk menurut tingkat pendidikan 
SMA dan perguruan tinggi 
berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi kecamatan di Kabupaten 
Cilacap Variabel jumlah keluarga 
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miskin berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi kecamatan di 
Kabupaten Cilacap. 
Lailatul 
Fitriya, 
Dkk (2013) 
Analisis 
Ketimpangan 
Pembangunan 
Daerah Serta 
hubungannya 
dengan 
Kesejahteraan 
Masyarakatdi 
Kawasan 
Gerbangkerto
susila 
Provinsi Jawa 
Timur 
Metode 
analisis data 
pada 
penlitian ini 
yaitu  
Indeks 
Williamson 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, 
tingkat ketimpangan di 
GERBANGKERTOSUSIA Provinsi 
Jawa Timur mengalami 
kecenderungan peningkatan di tahun 
2007 hingga 2011 terlihat dari hasil 
analisis dari 0.917453818 menjadi 
0.950299072. Terjadi peningkatan 
sebesar 0.013 pada tahun 2008. Pada 
tahun 2009 mengalami peningkatan 
yang relatif kecil yaitu sebesar 0.004 , 
dan terus mengalami peningkatan 
sebesar 0,01 pada tahun 2010 menjadi 
0.945246655 dan pada tahun 2011 
meningkat sebesar 0,005 menjadi 
0.950299072. 
Budiantoro 
Hartono  
(2008) 
Analisis 
Ketimpangan 
Pembangunan 
Ekonomi di 
Provinsi Jawa 
Tengah. 
Tipologi 
Indeks 
Williamson 
dan  regresi 
linear 
Ketimpangan pembangunan ekonomi 
antar daerah di Provinsi Jawa Tengah 
yang dihitung dengan menggunakan 
indeks Williamson selama periode 
1981-2005 menunjukkan 
ketimpangan semakin melebar. Nilai 
investasi swasta perkapita, rasio 
angkatan kerja dan alokasi bantuan 
pembangunan daerah berpengaruh 
terhadap ketimpangan pembangunan 
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perkapita ekonomi di Provinsi Jawa 
Tengah baik secara parsial maupun 
simultan. Peningkatan nilai investasi 
swasta yang berarti peningkatan 
kegiatan penanaman modal akan 
mengakibatkan kegiatan ekonomi dan 
peningkatan kemakmuran penduduk 
sehingga ketimpangan akan menurun. 
Meningkatnya jumlah angkatan kerja 
yang diimbangi dengan kesempatan 
kerja baru dapat mengurangi 
ketimpangan. Hal ini karena 
penyerapan angkatan kerja akan 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Alokasi dana bantuan 
pembangunan dari pemerintah pusat 
yang tidak merata dan daerah yang 
mendapat bantuan terlalu besar dapat 
meningkatkan tingkat ketimpangan 
antar daerah. Hal ini akibat 
pembangunan yang terkonsentrasi 
daerah-daerah yang sudah maju 
dibandingkan daerah yang masih 
tertinggal, karena daerah yang maju 
memiliki fasilitas lebih baik dari 
daerah yang belum maju. 
Reza Fauzi 
Bakri, Dkk 
(2016) 
Disparitas 
Pembangunan 
Antar Daerah 
Makassar, 
Tipologi 
Klasen dan 
Indeks 
Williamson 
Perkembangan daerah yang paling 
maju adalah di daerah Kota Makassar, 
dan daerah relatif tertinggal adalah di 
daerah Kabupaten Takalar. Tingkat 
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Maros, Gowa 
dan Takalar 
disparitas dari daerah Makassar, 
Maros, Gowa, dan Takalar tergolong 
tinggi dengan nilai indeks 0,75 pada 
tahun 2015. 
Muhammad 
Noor Sandi 
Hidayat 
(2016)  
Analisis 
Dampak 
Desentralisasi 
Fiskal 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Daerah Di 
Jawa Timur 
(Studi Kasus 
38 Kab/Kota 
Di Jawa 
Timur) 
Analisis 
regresi 
linear 
berganda 
Pada penelitian ini Variabel 
penerimaan daerah ber pengaruh 
positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi, hal tersebut dikarenakan 
penerimaan daerah akan menopang 
pengeluaran daerah. Kemudian 
Desentralisasi Pengeluaran 
menyebabkan penurunan pertumbuhan 
ekonomi secara signifikan karena 
esensi otonomi pengelolaan fiskal di 
daerah merupakan kebebasan 
pemerintah daerah untuk 
membelanjakan dana sesuai dengan 
kebutuhan daerah. 
Dwiyani 
Putri 
Lestari 
(2017) 
Analisis 
Tingkat 
Ketimpangan 
Pembangunan 
di Kawasan 
Mamminasata 
Indeks 
Entropy 
Theil, 
Analisis 
regresi 
linear 
berganda 
dan kurva U 
terbalik 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
Kawasan Mamminasata memiliki 
angka indeks Entropy Theil yang 
mendekati angka tinggi walaupun 
cenderung menurun setiap tahunnya di 
Kawasan Mamminsata, variabel 
aglomerasi memiliki hubungan yang 
positif, desentralisasi fiskal memiliki 
hubungan yang positif dan tingkat 
pengangguran terbuka memiliki 
hubungan yang positif terhadap 
ketimpangan pembangunan.  
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Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Dwiyani Putri Lestari yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas aglomerasi, 
tingkat pengangguran terbuka, dan desentralisasi fiskal serta variabel terikatnya 
yaitu ketimpangan pembangunan. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan 
metode penelitian yang sama yang dilakukan oleh Dwiyani Putri Lestari yaitu 
menggunakan regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan antara keduanya 
terletak pada penambahan variabel bebas. Dimana penelitian ini menambahkan 
variabel bebas yaitu investasi. Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya 
yaitu perbedaan objek penelitian.   
C. Kerangka Pikir 
Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat berimplikasi pada 
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target 
sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan 
PDRB dari tahun ke tahun.  Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan 
perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan 
perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan 
perkembangan pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat 
dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat 
meningkat, bila ada satu atau beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih 
cepat dari pada sektor-sektor lain. 
Pembangunan daerah ingin mewujudkan tujuan pembangunan berupa 
pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat sesuai 
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dengan kondisi daerah antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Dalam penelitian ini untuk 
mengukur tingkat ketimpangan yaitu menggunakan Indeks Intropi Theil dan untuk 
mengetahui pengaruh terhadap ketimpangan antar Provinsi di Pulau Sulawesi. 
Faktor-faktor yang di gunakan yaitu, Aglomerasi, Tingat Pengangguran Terbuka, 
Desentralisasi Fiskal dan Investasi. 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Hipotesis  
Hipotesis yaitu suatu dugaan sementara atau awal yang digunakan dalam 
penelitian. Hipotesis juga merupakan anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis 
berdasarkan data, teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 
diajukan untuk diteliti adalah: 
 
Aglomerasi 
(X1) 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka 
(X2) 
 
Desentralisasi Fiskal 
(X3) 
 
Ketimpangan 
Pembangunan Antar 
Provinsi Di Pulau 
Sulawesi 
(Y) 
Hipotesis 
Kuznets 
Indeks Entropy 
Theil 
Investasi 
(X4) 
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1. Hipotesis Kuznets Berlaku Di Pulau Sulawesi. 
Menurut Todaro (2006), mengemukakan bahwa kenaikan kapasitas 
ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional dan ideologis terhadap 
berbagai tuntutan keadaan yang ada. Sedangkan Professor Kuznet mengemukakan 
bahwa ada enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa 
ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut : 
a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang 
tinggi. 
b. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.  
c. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.  
d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.  
e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju 
perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya 
sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.  
f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 
sepertiga bagian penduduk dunia. 
Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Mydral (1957). 
Mydral membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar 
ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk 
menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh 
penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) 
diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (favourable 
effect), mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke 
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daerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang 
mendatangkan kerugian (infavourable effect), mencakup aliran manusia dari 
wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti dan 
mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang 
sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.  
H1: Diduga Hipotesis Kuznets berlaku di Pulau Sulawesi 
2. Aglomerasi Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
Ekonomi Di Pulau Sulawesi. 
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), dimana 
Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan 
pendapatan regional. Hasil penelitian Bonet menunjukan bahwa antara aglomerasi 
dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan. Hal 
itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi maka akan meningkatkan 
ketimpangan pendapatan regional. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 
Dwiyani Putri Lestari (2017), dimana Dwiyani meneliti tentang pengaruh variabel 
aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dikawasan 
Maminasata. Hasil penelitian Dwiyani menunjukan bahwa antara aglomerasi dan 
tingkat ketimpangan pembengunan ekonomi terdapat hubungan positif dan 
signifikan. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi maka akan 
meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi. 
H2: Diduga bahwa variabel aglomerasi berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau 
Sulawesi. 
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3. Tingkat Pengangguran Terbuka Berpengaruh Terhadap Terhadap 
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Pulau Sulawesi. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfie (2014) menunjukan bahwa tingkat 
pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa apabila tingkat pengangguran rendah 
maka pendapatan perkapita akan meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat 
menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah pula. Penelitian yang 
sama juga dilakukan oleh Dwiyani Putri Lestari (2017), hasil penelitian 
menunjukan bahwa antara tingkat pengangguran dan tingkat ketimpangan 
pembangunan ekonomi terdapat hubungan positif dan signifikan. Hal itu berarti 
setiap kenaikan tingkat pengangguran maka akan meningkatkan pendapatan 
perkapita sehingga dapat menurunkan kesenjangan pendapatan di suatu daerah. 
H3: Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di 
Pulau Sulawesi. 
4. Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Di Pulau Sulawesi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lesman (2006), yang menganalisis mengenai 
Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional dengan menggunakan pendekatan 
data panel pada negara-negara OECD. Dalam penelitiannya Lesman menemukan 
bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan 
regional. Jadi, wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari 
adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Dwiyani Putri Lestari (2017), yang menunjukan bahwa antara desentralisasi 
dan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terdapat hubungan positif dan 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang tinggi maka akan 
mengakibatkan tingkat ketimpangan pembangunan menurun. 
H4: Diduga bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau 
Sulawesi. 
5. Investasi Berpengaruh Terhadap Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Ekonomi Di Pulau Sulawesi. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiantoro Hartono (2008), 
menghasilkan hubungan negatif antara investasi swasta dengan ketimpangan 
pembangunan ekonomi. Dalam penelitiannya dikemukakan bahwa setiap 
peningkatan investasi swasta yang berarti peningkatan penanaman modal maka 
akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningakatan kemakmuran sehingga 
ketimpangan akan berkurang. 
H5: Diduga bahwa variabel investasi berpengaruh secara negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif 
yang bersifat deskriptif dan inferensial. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian 
dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat 
lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sedangkan penelitian inferensial 
yaitu suatu penelitian dengan melakukan analisis antar variabel dengan pengujian 
hipotesis. 
 Metode kuantitatif lebih cocok digunakan pada penelitian ini karena untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar 
Provinsi di Pulau Sulawesi dilakukan dengan cara mengukur variabel-variabel yang 
terkait untuk mengungkap dan membuktikan secara matematis sederhana berbagai 
data yang bersifat kuantitatif. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
1.  Jenis Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 
yang tercakup dalam penelitian ini adalah: 
a. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 masing-masing Provinsi di 
Pulau Sulawesi tahun 2011-2016. 
b. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Indonesia tahun 2011-2016. 
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c. Data jumlah penduduk masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 
2011-2016. 
d. Data Pertumbuhan Ekonomi masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi 
tahun 2011-2016. 
e. Data Pendapatan Asli Daerah masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi 
tahun 2011-2016. 
f. Data total penerimaan masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 
2011-2016. 
g. Data investasi yaitu PMTB masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi 
tahun 2011-2016.  
2. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder 
yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan 
sumber lain seperti internet dan studi kepustakaan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 
yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan 
juga termasuk buku-buku tertentu, teori, dan lain-lain baik berupa angka maupun 
keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut. Pada penelitian 
ini metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui data Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat 
dengan data tahun terkini atas dasar harga konstan, gambaran dan kondisi umum 
perekonomian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
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Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat yang bersumber dari dokumentasi Badan 
Pusat Statistik yang telah dipublikasikan di internet. Selain data-data laporan 
tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi, dan 
referensi dari berbagai sumber pustaka seperti dukomen, bulletin, artikel-artikel, 
dan karya ilmiah (jurnal, skripsi, dan tesis) yang berhubungan dengan penelitian ini 
untuk mendapatkan data sekunder. 
D. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
analisis deksriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif bertujuan digunakan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian yakni pembuktian Hipotesis Kuznets dijelaskan 
melalui gambar kurva, perhitungan tingkat ketimpangan wilayah pembuktian 
melalui indeks Entropy Theil, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang 
pengaruh variabel aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal 
dan investasi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Gorongtalo, dan Sulawesi Barat terhadap ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi melalui analisis regresi data panel: 
1. Pembuktian Hipotesis Kuznets 
 Kuznets (Michael P Todaro, 2006) mengatakan bahwa tahap awal 
pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap 
selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik. Namun, pada suatu waktu 
akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Jika 
digambarkan akan membentuk kurva U terbalik. 
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𝑟𝑥𝑦 =
n. ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥. ∑ 𝑦
 √𝑛. ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2
     − √𝑛. ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)
2
     
 
Dimana: 
 rxy = koefisien validitas 
 N = Banyaknya Subjek 
 X = Nilai Pembanding 
 Y = Nilai Dari Instrumen Yang Akan Dicari Validitasnya 
 Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), mengatakan bahwa hipotesis Kuznets 
dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara indeks ketimpangan dan 
pertumbuhan PDRB. Grafik tersebut merupakan hubungan antara indeks 
ketimpangan Entropy Theil dengan pertumbuhan PDRB pada periode pengamatan 
yaitu periode tahun 2011 sampai 2016. Kemudian dalam penelitian ini pembuktian 
kurva U Terbalik yaitu dengan menghubungkan antara Pertumbuhan PDRB pada 
Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dengan angka indeks Entropy Theil. 
2. Indeks Entropy Theil 
Analisis Indeks Entropy Theil merupakan analisis yang digunakan untuk 
mengetahui ketimpangan pembangunan yang terjadi antar Provinsi di Pulau 
Sulawesi. Ying (Kuncoro, 2006), menjelaskan untuk mengukur ketimpangan 
pendapatan regional bruto, juga menggunakan indeks ketimpangan regional Theil. 
Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 
ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau 
regional. Dengan rumus sebagai berikut : 
I (y) =  ∑(𝑦𝑗 ÷ 𝑌)  × log[(𝑦𝑗 ÷ 𝑌) ÷ ( 𝑥𝑗 ÷ 𝑋)]  
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Keterangan : 
I (y) = Indeks Entropy Theil 
yj = PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi 
Barat 
Y = PDRB per kapita Indonesia 
xj = Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi 
Barat 
X = Jumlah penduduk Indonesia 
 Formula Indeks Entropy Theil menggunakan PDRB perkapita dan jumlah 
penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0 < I (y)< 1). Dengan 
indikator bahwa apabila nilai Indeks Entropy Theil mendekati angka satu maka 
menunjukkan ketimpangan semakin melebar dan apabila Indeks Entropy Theil 
mendekati angka nol maka menunjukkan ketimpangan semakin kecil atau merata 
antar Provinsi di Pulau Sulawesi. 
3. Regresi Data Panel 
 Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dilakukan 
untuk melihat pengaruh dari faktor Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka 
dan Desentralisasi Fiskal ketimpangan wilayah. Penggunaan metode analisis 
regresi linear berganda memerlukan asumsi klasik yang secara statistik harus 
dipenuhi. Asumsi klasik tersebut meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, 
autokorelasi, heteroskedastisitas. 
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Teknik Pengolahan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum 
analisis regresi linier. Menurut Ghozali bahwa ada beberapa 
penyimpangan asumsi klasik yang cepat terjadi dalam penggunaan model 
regresi yaitu sebagai berikut: 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 
regresi yang baik akan memiliki distribusi data normal atau penyebaran 
data statistic pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Untuk 
mendeteksi normalitas dapat menggunakan analisis grafik melalui 
grafik normal P-P Plot. Normal atau tidaknya data dapat dilihat dengan 
dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 
a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal ataugrafik histogram tidak menunjukkan pola 
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. 
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Uji normalitas lain yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-
Smirnov (K-S), yaitu untuk mengetahui signifikansi data terdistribusi 
normal. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut: 
(1) Jika nilai signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 maka H0 
diterima atau data distribusi normal. 
(2) Jika nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 
atau tidak berdistribusi normal. 
2) Uji Multikolinearitas 
Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat 
diantara variabel-variabel bebas (X) yang di ikut sertakan dalam 
pembentukan model regresi linear. Untuk mendeteksi multikolinearitas 
dengan menggunakan SPSS dapat dilakukan dengan melihat korelasi 
antar variabel bebas (Correlation Matrix). Uji ini bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara 
variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 
maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 
bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama 
dengan nol. 
Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya 
multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance yang 
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besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak 
ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya. 
3) Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota 
dari serangkaian observasi yang berderetan  waktu. Uji autokorelasi 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik 
autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan 
pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan 
Durbin Watson. 
4) Uji Heterokedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 
lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser, yaitu dengan 
meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. 
Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai 
mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah 
heterokedastisitas. Oleh karena itu, persamaan yang digunakan untuk 
uji Glejser adalah sebagai berikut: 
  │ui│= a + β1X1 +e 
 Keterangan:  
 │ui│ = Nilai residual mutlak 
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 X1  = Variabel bebas 
 Jika β signifikan maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap nilai 
residual mutlak sehingga dinyatakan bahwa terdapat gejala 
heteroskedastisitas. Demikian pula sebaliknya. 
b. Persamaan Regresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi, 
bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel 
independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Analisis ini digunakan 
dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen 
(Y) dan variabel independen (X1, X2, X3, dan X4), cara ini digunakan untuk 
mengetahui kuatnya hubungan antara beberapa variabel bebas secara 
serentak terhadap variabel terkait dan dinyatakan dengan rumus sebagai 
berikut: 
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+e 
Keterangan: 
 Y = Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sulawesi 
 a = Konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y pada  
saat variabel independenya adalah 0 (X1X2 X3X4=0). 
 β1 = Koefisien regresi berganda variabel independen X1 terhadap 
variabel Y, bila variabel X2 , X3, dan X4 dianggap konstan 
 β2 = Koefisien regresi berganda variabel independen X2 terhadap 
variabel Y, bila variabel X1, X3, dan X4 dianggap konstan  
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 β3 = Koefisien regresi berganda variabel independen X3 terhadap 
variabel Y, bila variabel X1, X2, dan X4 dianggap konstan  
 β4 = Koefisien regresi berganda variabel independen X4 terhadap 
variabel Y, bila variabel X1, X2, dan X3 dianggap konstan  
 X1 = Aglomerasi yang merupakan variabel independen ke-1 
 X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan variabel 
independen ke-2 
 X3 = Desentralisasi Fiskal yang merupakan variabel independen ke-3 
 X4 = Investasi yang merupakan variabel independen ke-4 
 e = Error 
Persamaan ini akan dapat dihitung dengan metode regresi setelah 
dilakukan transformasi dengan menggunakan logaritma sehingga dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 
Log Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+e 
c. Koefisien Korelasi (R) determinasi (R2)  
Koefisien korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan 
tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya 
hubungan tersebut. Sedangkan koefisien determinasi (R2) pada intinya 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Setiap penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat 
tidak peduli apakah variabel tersebut ber-pengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen atau tidak. Karena itu, banyak peneliti menganjurkan 
untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat menevaluasi mana model 
regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun 
apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan adjusted R2 agar tidak terjadi bias 
dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. 
d. Uji Hipotesis 
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 
dengan godness of fit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari 
Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). Perhitungan statistik disebut signifikan 
secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis 
(daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai 
uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. 
1) Uji F (Uji Simultan) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
secara signifikan terhadap variabel dependen dengan melihat pengaruh 
terhadap variabel dependen, dengan kata lain perubahan yang terjadi 
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pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel 
independen, di mana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.  
2) Uji Parsial (Uji t) 
Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama 
dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji T. 
Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah 
suatu parameter (bi) sama dengan nol,atau :  
Ho : bi = 0 
Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 
(HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 
HA : bi ≠ 0 
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen. 
E. Definisi Operasional Variabel 
Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 
konsep dan defenisi untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang 
digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran sebagai berikut: 
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1. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun 
yang terjadi di Pulau Sulawesi. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju 
pertumbuhan ekonomi adalah persen. 
2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
Didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-
unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu daerah. Ukuran PDRB 
dalam penelitian ini adalah metode pendapatan dalam rupiah. PDRB yang 
digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan antar Provinsi di Pulau Sulawesi.  
3. PDRB Per Kapita 
Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik, PDRB per kapita merupakan variabel yang 
dapat menunjukan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Adapun 
cara mengukur PDRB per kapita suatu daerah yaitu dengan cara PDRB atas dasar 
harga konstan 2010 antar Provinsi di Pulau Sulawesi di bagi dengan Jumlah 
Penduduk antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Ukuran dalam PDRB perkapita ini 
adalah rupiah. 
PDRB Perkapita      =
PDRBi
Jumlah Penduduk i
 
PRRBi     = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 
Harga Konstan 2010 di Pulau Sulawesi (Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat) 
65 
 
 
 
Jumlah Penduduki  = Jumlah Penduduk di Pulau Sulawesi (Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat). 
4. Aglomerasi  
Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. 
Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime 
Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi yang dihitung 
dari Share PDRB daerah terhadap total PDRB dalam penelitian ini menggunakan 
persen. 
Ag  =
PDRBi
PDRBtot
 
Keterangan : 
 Ag          = Aglomerasi 
 PRRBi   = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan 2010 Provinsi di Pulau Sulawesi. 
 PDRBtot  = PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Indonesia. 
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 
Pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja 
yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu. 
Untuk memperoleh tingkat pengangguran terbuka yaitu di hitung dengan rumus 
dibawah ini yaitu:  
Tingkat pengangguran tahun i =  ∑
orang yang mencari pekerjaan
∑ angkatan kerja
 x 100% 
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6. Desentralisasi fiskal   
Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi 
anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang 
lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. 
Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara pendapatan asli daerah terhadap 
total penerimaan daerah dinyatakan dalam bentuk persen.  
7. Investasi 
 Investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi yang berupa 
pengeluaran untuk kapital atau Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB). Data 
Investasi yang digunakan adalah PMTB di masing-masing Provinsi menurut lokasi 
bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pusat 
Statistik dengan satuan rupiah.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Penelitian 
Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi 
dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. 
Provinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar, dengan Gubernur DR.G.S.S.J. 
Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi 
perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi 
berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara 
bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat RIS dibubarkan 
dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya 
dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus 
berlanjut sampai pada tahun 1960. 
Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, 
Kalimantan dan Sumatera dengan luas daratan 174.600 kilometer persegi. 
Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau hurup K besar yang 
membujur dari utara ke selatan dengan tiga semenanjung yang membujur ke timur 
laut, timur, dan tenggara. Pulau Sulawesi dibatasi oleh Selat Makassar dibagian 
barat dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari kepulauan Maluku 
oleh laut Maluku. Pulau Sulawesi berbatasan dengan: 
1. Sebelah barat berbatasan dengan Borneo. 
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Filipina. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Flores. 
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4.  Sebelah Tenggara berbatasan dengan Timor  
5. Sebelah Timur berbatasan dengan Maluku.  
Pulau Sulawesi terdiri dari enam provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. 
Gambar 4.1 Peta Pulau Sulawesi 
Sumber: http://www.wisataarea.com/2017/02/pulau-sulawesi.html, 2018 
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1. Provinsi Sulawesi Utara 
Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara 00°15’- 
05°34’ Lintang Utara dan antara 123°07’-127°10’ Bujur Timur, yang berbatasan 
dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan 
Laut Pasifik. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.  
c. Sebelah Selatan berbatasan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.  
d. Sebelah Barat berbatasan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. 
Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13.852,64 km2 yang terbagi atas 11 
kabupaten dan empat kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan 
wilayah terluas, yaitu 2.872 km2 atau 20,73 persen dari wilayah Sulawesi Utara. 
Berdasarkan pencatatan Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado, rata-rata 
temperatur di Kota Manado dan sekitarnya sepanjang tahun 2017 adalah sekitar 33 
0C, rata-rata jumlah hari hujan sepanjang tahun adalah 26 hari, bulan Januari dan 
Mei merupakan bulan paling sering hujan, yakni 30 hari hujan di bulan Januari dan 
25 hari hujan di bulan Mei. 
Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2017, tercatat jumlah penduduk 
Sulawesi Utara sebanyak 2.461,0 ribu jiwa yang terdiri dari 1.255,7 ribu jiwa (51,02 
%) penduduk laki-laki dan 1.250,4 ribu jiwa penduduk perempuan (48,98 %), 
dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2017 sebesar 1,11 persen 
pertahun. Dengan luas wilayah 13.851,64 km2, maka kepadatan penduduk di 
Sulawesi Utara mencapai 178 jiwa/km2. Sementara untuk rasio jenis kelamin 
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(perbandingan jumlah penduduk lakilaki per 100 penduduk perempuan) di Sulawesi 
Utara selama 2017 sebesar 104,17, artinya diantara 100 orang wanita terdapat 104 
orang laki-laki. Hal ini berarti penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan 
dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk Sulawesi Utara bila dilihat 
menurut kelompok umur, tahun 2017 tertingggi pada kelompok umur 5-9 yakni 
mencapai 208,1 ribu jiwa atau 8,46 persen. Sementara itu, penduduk Sulawesi Utara 
yang masuk ke dalam kelompok umur tua (>64 tahun) ada 156,5 ribu jiwa atau 6,36 
persen. 
Dilihat dari struktur ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, jumlah 
penduduk usia kerja di Sulawesi Utara tahun 2017 sebanyak 1.842,8 ribu orang. 
Dalam rentang waktu setahun terakhir ini, jumlah penduduk usia kerja mengalami 
kenaikan 1,36 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 1.818,2 ribu orang. Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah tenaga kerja 
produktif yang tersedia di Sulawesi Utara, serta persaingan dalam merebut 
kesempatan kerja juga akan meningkat. Dari sejumlah penduduk usia kerja ini 
sebanyak 1.121,3 ribu orang merupakan angkatan kerja. Angka ini menurun sebesar 
0,05 persen dibandingkan tahun lalu. 
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang 
menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja 
di Sulawesi Utara selama tahun 2017 tercatat sebesar 60,85. Jika dilihat dari jenis 
kelamin, TPAK laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan TPAK perempuan. 
Dari 100 penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 79 orang berpartisipasi aktif secara 
ekonomi, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 41 
71 
 
 
 
orang berpartisipasi aktif secara ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga 
kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama setahun 
terakhir, TPT bergerak naik dari 6,18 persen pada tahun 2016 menjadi 7,18 persen 
pada tahun 2017. 
2. Provinsi Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tengah terletak antara 2o22’ Lintang Utara dan 30 48’ Lintang 
Selatan dan antara 119o 22’-124o 22’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator 
atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00 yang berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi 
Tenggara. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  
Terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki stasiun meteorogi, yaitu 
Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu. Dari 
keempat stasiun tersebut, rata-rata suhu tertinggi selama tahun 2017 berada di 
Kabupaten Banggai yaitu 28,00 C dan rata-rata suhu terendah berada di Kabupaten 
Tolitoli dengan suhu 27,00 C. Sedangkan untuk rata-rata curah hujan tertinggi 
terjadi di Kabupaten Tolitoli yaitu sebanyak 217,8 mm dan yang terendah di Kota 
Palu sebanyak 71,7 mm. 
Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 1971 tercatat 914 ribu jiwa, 
tahun 1980 jumlahnya meningkat menjadi 1,29 juta jiwa, kemudian meningkat lagi 
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menjadi 1,71 juta jiwa pada tahun 1990, dan pada tahun 2000 penduduk Sulawesi 
Tengah mencapai 2,18 juta jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun 
selama periode 1971-1980 adalah sebesar 3,87 persen kemudian menurun menjadi 
2,87 persen pada periode 1980-1990 dan turun lagi menjadi 2,52 persen pada 
periode 1990-2000. Laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan 
hingga tahun 2010 dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan mencapai 1,95 
persen dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 2,64 juta jiwa. 
Kemudian tahun 2017 penduduk Sulawesi Tengah mencapai 2,96 juta jiwa. 
Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2017 
yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, yaitu 
1,51 juta jiwa berbanding 1,45 juta jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,31. 
Berdasarkan kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan 
menjadi angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah 
angkatan kerja Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,42 juta orang dan bukan 
angkatan kerja 0,699 juta orang. Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut terdapat 
penduduk bekerja sebanyak 1,37 juta orang dan pengangguran sebanyak 54,36 ribu 
orang. Sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah bekerja pada sektor pertanian, 
jasa-jasa, perdagangan/hotel dan restoran, masing-masing sebesar 44,29 persen, 
20,20 persen, dan 15,86 persen. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya ada 
sebesar 22,81 persen yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, sementara 
dengan status buruh/karyawan sebesar 28,41 persen dan sebagai pekerja keluarga 
(pekerja tak dibayar) sebesar 15,46 persen. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di 
Dinas Tenaga Kerja hampir 12,20 ribu orang. Sebagian besar pencari kerja tersebut 
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mendaftar dengan bekal ijazah lulusan SLTA sebesar 53,11 persen, yang disusul 
oleh lulusan universitas dan akademi atau sederajat sebesar 26,17 dan 14,48 persen. 
3. Provinsi Sulawesi Selatan 
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0o12'-
8o Lintang Selatan dan 116o 48'–122o36' Bujur Timur, yang berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi 
Tenggara.  
c. Sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut 
Flores.  
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km persegi yang 
meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas 
dengan luas 7.365,51 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 
persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jumlah sungai yang mengaliri 
wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran 
terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 
satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, 
Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di 
Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang 
berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di 
Kabupaten Luwu Timur. 
Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 gunung, dengan gunung tertinggi 
adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m diatas permukaan air laut. 
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Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu. Provinsi 
Sulawesi Selatan dan pada umumnya daerah di Indonesia mempunyai dua musim 
yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim 
penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan 
pengamatan di tiga Stasiun Meteorologi (Hasanuddin dan Maritim Paotere) dan 
Klimatologi Maros selama tahun 2017 rata-rata suhu udara 27,4 oC di Kota 
Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara 
maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 28,02 oC dan suhu minimum 26,99 
oC. 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah 
penduduk terbanyak. Kota Makassar menjadi kota dengan jumlah penduduk 
terbanyak di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang meningkat tiap 
tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Makassar 1.342.826 jiwa, lalu 
tahun 2015 laju pertumbuhan meningkat 1,54% menjadi 1.449.401 jiwa, akan tetapi 
pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan 1,36% 
hingga jumlah penduduknya hanya meningkat menjadi 1.489.011 jiwa. Tahun 
2017, Rasio jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 
95,54% dengan jumlah lakilaki 4.260.101 jiwa dan perempuan 4.444.193 jiwa. 
Rasio jenis kelamin paling besar dikabupaten adalah Tana Toraja dengan jumlah 
rasio 102,22%, akan tetap jumlah jenis kelamin perempuan dan laki-laki paling 
banyak dimiliki oleh kabupaten bone. Kepadatan penduduk di Sulawesi Selatan 
terbanyak di tingkat kota yaitu Kota Makassar dengan jumlah 8 471 per km2, hal 
ini tentu saja dapat terjadi dengan melihat melihat perkembangan kota Makassar 
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sebagai kota metropolitan dan Semakin banyak masyarakat yang berpindah dari 
daerah ke kota membuat pusat kota menjadi padat penduduk. Lalu ditingkat 
kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu kabupaten 
takalar dengan jumlah 517 orang/km2. Hal ini tentu membuat kabupaten takalar 
menjadi padat karena luas daerahnya berukuran kecil. 
Ada Sembilan lapangan pekerjaan utama yaitu pertama Pertanian, 
Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan kedua Pertambangan dan Penggalian, ketiga 
Industri Pengolahan, dan Air, kelima Bangunan, keenam Perdagangan Besar, 
Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, ketujuh Angkutan, Pergudangan, dan 
Komunikasi, kedelapan Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, 
dan Jasa Perusahaan, dan terakhir kesembilan Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 
Perorangan/Community, Social, and Personal Services. Dari ke Sembilan pekerjaan 
tersebut yang paling sedikit diminati laki-laki berumur 15 tahun adalah bidang 
industry pengolahan dan air, sedangkan bagi perempuan berumur 15 tahun keatas 
semua rata bekerja diberbagai bidang. Jumlah pencari kerja terdaftar menurut 
tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan sekolah dasar tingkat 
peminat paling sedikit bagi laki-laki, namun bagi perempuamtingkat pendidikannya 
peminatnya memiliki jumlah yang sama. Upah Minimum Regional (UMR) 
merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha atau pimpinan kepada 
seluruh karyawannya berdasarkan pada ketetapan disuatu daerah tertentu. UMP 
Hari dan UMP Bulan tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Jam kerja seluruh 
dan jam kerja utama penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit 
peminatnya yaitu 15-24 jam, sedangkan bagi perempuan semua jam kerja sama 
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banyak peminatnya. Status kerja penduduk laki laki umur 15 tahun ke atas yang 
paling sedikit peminatnya yaitu buruh tetap, sedangkan bagi perempuan semua 
pekerjaan sama banyak peminatnya.  
4. Provinsi Sulawesi Tenggara 
Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. 
Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari 
Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari 
Barat ke Timur di antara 120°45'-124°45' Bujur Timur yang berbatasan dengan: 
a. SebelahUtara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores. 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk 
Bone. 
Luas wilayah Sulawesi Tenggara, adalah berupa daratan seluas 38.067,7 km2. 
Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. 
Musim Kemarau terjadi antara Bulan Juni dan September, dimana angin Timur 
yang bertiup dari Australia tidak banyak mengandung uap air, sehingga 
mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya Musim Hujan terjadi antara Bulan 
Desember dan Maret, dimana angin Barat yang bertiup dari Benua Asia dan 
Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. 
Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan 
pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Tinggi rendahnya suhu udara 
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dipengaruhi oleh letak geografis wilayah dan ketinggian dari permukaan laut. 
Sulawesi Tenggara yang terletak di daerah khatulistiwa dengan ketinggian pada 
umumnya di bawah 1.000 meter, sehingga beriklim tropis. Pada tahun 2017, suhu 
udara maksimum rata-rata berkisar antara 30oC-33oC, dan suhu minimum rata-rata 
berkisar antara 20oC-24oC. 
Berdasarkan proyeksi penduduk, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2017 
sebanyak 2.602.389 jiwa yang terdiri atas 1.308.543 penduduk lakilaki dan 
1.293.846 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk 
tahun 2016, penduduk Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 
persen. Secara umum, penduduk lakilaki lebih banyak dibandingkan penduduk 
perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 101,14. Dengan luas 
wilayah 38.067 km2, secara rata-rata setiap km2 wilayah Sulawesi Tenggara 
ditinggali sekitar 68 orang penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah 
tangga sebanyak 4-5 orang. Seiring dengan persebaran penduduk tiap 
kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 14,25 persen 
memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.232,10 jiwa/km2. Sementara 
tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11-12 jiwa/km2 
dengan persentase penduduk sebesar 2,34 persen.  
Dilihat dari piramida penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2017 Berdasarkan 
proyeksi penduduk, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebanyak 2.602.389 
jiwa yang terdiri atas 1.308.543 penduduk laki-laki dan 1.293.846 penduduk 
perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, 
penduduk Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Secara 
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umum, penduduk lakilaki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang 
ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 101,14. Dengan luas wilayah 38.067 
km2, secara rata-rata setiap km2 wilayah Sulawesi Tenggara ditinggali sekitar 68 
orang penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4-5 
orang. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari 
dengan persentase penduduk sebesar 14,25 persen memiliki tingkat kepadatan 
tertinggi mencapai 1.232,10 jiwa/km2. Sementara tingkat kepadatan terendah di 
Kabupaten Konawe Utara sebesar 11-12 jiwa/ km2 dengan persentase penduduk 
sebesar 2,34 persen. 
Pada tahun 2017, terdapat 1.747.544 orang penduduk usia 15 tahun keatas 
atau naik 2,41 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja 
(TPAK) mencapai 68,70 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2017 
tercatat sebanyak 1.160.974 orang, yang terdiri dari 699.588 orang laki-laki dan 
461.386 orang perempuan. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (37,07 
persen), dan status pekerjaan utama sebagai buruh/ karyawan/pegawai (33,17 
persen). Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau biasa disebut 
pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,30 persen atau 
mencapai 39.631 orang. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana 
TPT sebesar 2,72 persen. Menurut gender, tingkat pengangguran perempuan lebih 
tinggi dibanding laki-laki, dimana TPT perempuan sebesar 4,26 persen, sementara 
TPT laki-laki hanya 2,66 persen. 
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5. Provinsi Gorontalo 
Provinsi Gorontalo terletak antara 0°19’-0°57’ Lintang Utara dan 121°23’-
125°14’ Bujur Timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua 
provinsi lain diantaranya: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. 
c. Sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi. 
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. 
Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km2. Apabila 
dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 
0,63 persen. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah 
perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan 
ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten 
Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan 
Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan Gunung 
terendah. 
Disamping memiliki banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak 
sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten 
Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai terpendek adalah 
Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten 
Gorontalo Utara. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi 
rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan 
kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, 
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menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum 
terjadi di bulan Agustus yaitu 23,3°C. Sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan 
Oktober dengan 33,4°C. Jadi selama setahun suhu udara rata-rata Provinsi 
Gorontalo berkisar antara 26,6-28,0°C. 
Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata 
kelembaban udara tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari dengan 
kelembaban mencapai 85,0 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat 
di bulan Juni yaitu 253 mm dan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 
Januari dan Mei sebanyak 22 hari. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2017 yang 
tercatat oleh stasiun Meteorologi umumnya merata untuk setiap bulannya yaitu 
berkisar antara 2-3 knot. 
Berdasarkan angka proyeksi penduduk 2017, jumlah penduduk Provinsi 
Gorontalo sebanyak 1.168.190 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,61 persen 
dari tahun 2010. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,38 
dengan jumlah laki-laki sebanyak 585.210 jiwa dan perempuan sebanyak 582.290 
jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebesar 94 jiwa/km2 
dengan kepadatan terbesar berada di Kota Gorontalo sebesar 3.196 jiwa/km2 dan 
kepadatan terkecil berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 35 jiwa/km2. 
Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh 
penduduk berumur 0-24 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 
jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk 
angkatan kerja sebanyak 547.766 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 
sebesar 64,78 persen. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah 
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angkatan kerja terbanyak merupakan lulusan SD sebesar 153.052 jiwa. Dari jumlah 
angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 547.766 jiwa 
sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 23.450 jiwa dengan tingkat 
pengangguran terbuka sebesar 4,28 persen. Lapangan pekerjaan utama dengan 
jumlah pekerja laki-laki terbanyak adalah pada kelompok pertanian, kehutanan, 
perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 173.899 jiwa. Sedangkan pekerja 
perempuan banyak bekerja pada jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yaitu 
sebesar 111.233 jiwa. Jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama didominasi 
oleh buruh, karyawan, maupun pegawai sebesar 189.439 jiwa. Jumlah pencari kerja 
terbanyak menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di provinsi ini adalah 
lulusan SMA sebesar 14.273 jiwa dan klasifikasi jabatan yang paling banyak dicari 
adalah tenaga tata usaha sebesar 7.933 jiwa pencari kerja. Adapun upah minimum 
regional di Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebesar 81.200 rupiah/hari dan 2.030.000 
rupiah/bulan. 
6. Provinsi Sulawesi Barat 
Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0°12'-3°38' Lintang Selatan dan 
118°43'15’’-119°54’3’’ Bujur Timur yang berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 
Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km2. 
Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
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Kabupaten Majene pada tahun 2017 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 
24,6 °C hingga 31,7 °C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,8 °C, Sedangkan 
kelembapan udara dalam setahun berkisar antara 68 persen sampai dengan 89 
persen. Pada tahun 2017, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan tertinggi 
terjadi di bulan November yaitu 25 hari hujan dan terendah pada bulan April yaitu 
9 hari hujan. 
Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 
2017 sebanyak 1.330.961 jiwa yang terdiri atas 667.858 jiwa penduduk laki-laki 
dan 663.103 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 
penduduk tahun 2016, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 
1,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 
penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,72. 
Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 mencapai 79 
jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan 
Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 
terletak diKabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 214 jiwa/km2 dan 
terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 42 jiwa/km2. Jumlah Pencari Kerja 
Terdaftar di Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi 
Barat pada Tahun 2016 sebesar 928 pekerja. Dari jumlah tersebut, 453 orang adalah 
perempuan dan 475 orang adalah laki. Proporsi terbesar pencari kerja yang 
mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat berpendidikan terakhir 
Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 55,92 persen (519 pekerja). 
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B. Deskripsi Antar Variabel 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, maka peneliti dapat 
menggambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini dimana 
variabel independen adalah aglomerasi, tingkat pengagguran terbuka, desentralisasi 
fiscal, dan investasi yang mempengaruhi variabel dependen yaitu ketimpangan 
pembangunan. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Aglomerasi 
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah 
tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. 
Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan 
ekonomi daerah akan cendeung lebih cepat pada daerah dimana terdapat 
konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan 
mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan 
kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Sjafrizal, 2008).  
Pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa perkembangan aglomerasi dari ke enam 
Provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 
nilai tertinggi, kemudian Provinsi Gorontalo memiliki nilai aglomerasi yang 
rendah. Salah satu alasan mengapa nilai aglomerasi pada Provinsi Sulawesi Selatan 
memiliki nilai yang cukup tinggi disebabkan karena Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan Provinsi yang memiliki kawasan industri KIMA yang berpusat di Kota 
Makassar dan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dimana jika 
pemerintah dapat terus mempromosikan invetasi lebih lanjut pada industri tersebut 
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dan sejalan dengan pembangunan pelabuhan pada Kota Makassar maka di lain 
pihak pemerintah mendapatkan keuntungan. Berikut adalah perkembangan 
Aglomerasi yang dijelaskan pada gambar 4.2: 
Gambar 4.2 Perkembangan Aglomerasi Antar Provinsi di Pulau Sulawesi 
Tahun 2011-2016 
 
 
 Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun, 2018 
Tingkat aglomerasi pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa di Pulau Sulawesi 
rata-rata dari tahun 2011 hingga pada tahun 2016 menunjukan angka yang cukup 
besar. Hal tersebut disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian 
yang cukup tinggi pada wilayah tertentu saja yang akan mendorong pertumbuhan 
wilayah yang cenderung lebih cepat, sedangkan pada wilayah yang memiliki 
konsentrasi kegiatan perekonomian yang rendah akan mendorong pengangguran 
yang tinggi dan pendapatan yang rendah dan sebab itu akan terjadi ketimpangan 
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pada wilayah tersebut. Konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu wilayah relatif 
rendah yang selanjutnya akan mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya 
tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang 
cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan 
pembangunan antar wilayah, sebab proses pembangunan wilayah akan lebih cepat 
pada wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. 
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
Sjafrizal (2008), mengatakan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah 
satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. 
Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya, indikator ini sangat 
penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan 
lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah 
yang bersifat strategis. Tingkat pengangguran yang tinggi nantinya akan 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan 
menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi 
wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lainnya. Tingkat pengangguran yang 
tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, 
demikian pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai 
negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih 
banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis. 
Berikut adalah perkembangan TPT pada tabel 4.1: 
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Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di 
Pulau Sulawesi Tahun 2011-2016 
 
Tahun 
Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam Persen (%) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
2011 8.62 4.01 6.56 3.06 4.26 2.82 
2012 7.79 3.93 5.87 4.04 4.36 2.14 
2013 6.79 4.19 5.10 4.38 4.15 2.35 
2014 7.54 3.68 5.08 4.43 4.18 2.08 
2015 9.03 4.10 5.95 5.55 4.65 3.35 
2016 6.18 3.29 4.80 2.72 2.76 3.33 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Pada tabel 4.1 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di 
Pulau Sulawesi. Pada Provinsi Sulawesi Utara tingkat pengangguran mengalami 
keadaan yang fluktuatif, penurunan angka pengangguran yang cukup tinggi terjadi 
pada tahun 2016 yaitu sebesar 6.18 persen dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 
2015 sebesar 9.03 persen. Provinsi Sulawesi Tengah tingkat pengangguran dari 
tahun 2011 hingga tahun 2016 terus mengalami keadaan fluktuatif. Jumlah 
pengangguran pada tahun 2011 sebesar 4.01 persen dan menurun pada tahun 2016 
menjadi sebesar 3.29 persen. Tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
pada tahun 2011 sebesar 6.56 persen menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 
4.40 persen. Keadaan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sama 
dengan Provinsi lainnya yang terus mengalami fluktuatif dari tahun 2011 hingga 
tahun 2016. Pada Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat pengangguran terbuka pada 
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2.72 persen dari tahun sebelumnya yaitu 
pada tahun 2015 sebesar 5.55 persen, tabel 4.3 menjelaskan bahwa peningkatan 
tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.55 
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persen. Tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang 
signifikan pada tahun 2016 sebesar 2.76 persen, dimana pada tahun sebelumnya 
yaitu dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015 mencapai rata-rata 4 persen. 
Sedangkan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat mengalami 
peningkatan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 yang mencapai angka 3 persen.  
3. Desentralisasi Fiskal 
Pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sunber-sumber penerimaan 
daerah, maka disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan 
mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi 
fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dijelaskan bahwa peningkatan derajat 
desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk 
pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita 
masyarakat. 
Sebagaimana menurut Kuncoro (2004), yang dinyatakan dalam UU Nomor 
33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini 
artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab 
(akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah. Adapun 
perkembangan Desentralisasi fiskal enam Provinsi di Pulau Sulawesi dapat dilihat 
pada gambar 4.3:  
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Gambar 4.3 Perkembangan Desentralisasi Fiskal Antar Provinsi di Pulau 
Sulawesi Tahun 2011-2016 
 
 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Gambar 4.3 menunjukkan perkembangan desentralisasi fiskal di Provinsi 
Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami keadaan yang fluktuatif 
dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016. Dengan menggunakan kriteria penilaian 
tingkat desentralisasi fiskal, dari tahun 2011 hingga tahun 2016 kemampuan 
keuangan daerah yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam kategori Sedang. Namun, pada tahun 2016 kemampuan keuangan 
daerah Provinsi Sulawesi Tengah turun satu tingkat penilaian yaitu berada pada 
tahap kemampuan keuangan yang cukup. 
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 Sulawesi Utara 0,3628 0,34
Sulawesi Tengah 0,3686 0,2957
Sulawesi Selatan 0,63 0,4816
Sulawesi Tenggara 0,2686 0,2692
Gorontalo 0,226 0,1965
Sulawesi Barat 0,1591 0,1634
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Kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan, pada 
gambar 4.3 menunjukkan tahun 2011 kemampuan keuangan daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan berada pada tahap kemampuan keuangan yang sangat baik yaitu 
berkisar >50%. Namun, pada tahun 2012 kemampuan keuangan Provinsi Sulawesi 
Selatan mengalami penurunan satu tingkat penilaian yaitu berada pada tahap 
kemampuan keuangan yang baik dan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 
mengalami peningkatan satu tingkat penilaian yaitu kembali berada pada tahap 
kemampuan keuangan yang sangat baik berkisar >50%. Namun, pada tahun 2016 
kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan turun satu tingkat 
penilaian yaitu berada pada tahap kemampuan keuangan yang baik. Meskipun 
mengalami penurunan satu tingkat penilaian kemampuan keuangan, Provinsi 
Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat 
baik dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Gambar 4.3 juga 
menunjukkan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat 
mempunyai tingkat kemampuan keuangan daerah pada tahap kemampuan 
keuangan yang kurang berkisar antara >10%. 
4. Investasi 
Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. 
Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman 
modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja (Sukirno, 2011). 
Investasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi yang berupa 
pengeluaran untuk kapital atau Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
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berdasarkan harga konstan tahun 2010. Perkembangan PMTB enam Provinsi di 
Pulau Sulawesi dapat dilihat pada tabel 4.2:  
Tabel 4.2 Perkembangan Penambahan Modal Tetap Bruto Menurut Harga 
Konstan 2010 Antar Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2016 
 
Tahun 
Penambahan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
2011 21.962 21.262 64.561 22.317 5.288 5.223 
2012 22.370 24.157 74.678 23.366 5.726 5.599 
2013 23.331 26.670 82.975 24.807 6.188 6.253 
2014 23.801 30.720 89.710 28.742 6.722 6.726 
2015 26.068 35.082 96.963 30.006 7.316 7.223 
2016 27.708 37.320 103.769 32.208 8.976 7.991 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Tabel 4.2 menjelaskan bahwa PMTB masing-masing Provinsi di Pulau 
Sulawesi menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Secara 
keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2011-2016 mengalami 
peningkatan yang signifikan dimana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 
sebesar Rp 21.962 menjadi Rp sebesar 27.708 di tahun 2016, Sulawesi Tengah 
sebesar Rp 21.262 di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 37.320 pada tahun 2016, 
Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sebesar Rp 64.561 menjadi sebesar Rp 103.769 
di tahun 2016, Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 sebesar Rp 5.288 meningkat 
menjadi sebesar Rp 8.976 pada tahun 2016, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 
2011 sebesar Rp 22.317 meningkat menjadi sebesar Rp 32.208 pada tahun 2016, 
dan Sulawesi Barat pada tahun 2011 sebesar 5.223 menjadi Rp 7.991 di tahun 2016. 
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Meningkatnya pertumbuhan PMTB di Pulau Sulawesi menandakan bahwa 
iklim investasi baik bangunan maupun non bangunan sedang baik. Karena 
pembangunan telah berjalan sekian lama dan telah terbentuk berbagai aset hasil 
investasi, maka kebutuhan untuk peningkatan investasi harus lebih ditingkatkan 
lagidari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini 
berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan masing-masing Provinsi 
di Pulau Sulawesi. 
C. Hasil Pengolahan Data 
1. Ketimpangan Pembangunan 
Menurut Myrdal (1957) dalam Isnowati (2007), perbedaan tingkat kemajuan 
ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang 
merugikan 
(backwash effect) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effect) 
terhadap pertumbuhan daerah. Dalam hal ini akan menyebabkan proses ketidak 
seimbangan.  
Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar wilayah di Pulau Sulawesi 
memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Pulau 
Sulawesi. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan 
perkembangan pembangunan wilayah di Pulau Sulawesi, akan dibahas pemerataan 
PDRB perkapita antar provinsi yang dianalisis dengan menggunakan. Berikut 
adalah hasil dari perhitungan indeks Entropy Theil: 
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Tabel 4.3 Hasil Indeks Entropi Theil Antar Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 
2011– 2016 
 
Tahun 
Indeks Entropy Theil Dalam Persen (%) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
2011 0.6949 0.6730 2.2939 0.6703 0.1640 0.1900 
2012 0.6746 0.6767 2.2922 0.6923 0.1610 0.1900 
2013 0.6630 0.6945 2.2938 0.6877 0.1607 0.1871 
2014 0.6587 0.6753 2.3199 0.6790 0.1615 0.1923 
2015 0.6404 0.7468 2.2907 0.6638 0.1563 0.1889 
2016 0.6299 0.7736 2.2946 0.6525 0.1538 0.1841 
 Sumber: Data Sekunder Diolah 2018              
Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari ke enam Provinsi di Pulau Sulawesi, 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat ketimpangan yang sangat tinggi yaitu 
mencapai nilai ketimpangan angka 2% menurut Indeks Entropy Theil. 
Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuatif. 
Pada tahun 2014 ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari tahun 
2013 sebesar 2.2938 naik menjadi 2.3199 dan pada tahun 2015 kembali turun 
menjadi sebesar 2.2907. 
Ketimpangan di Sulawesi Utara berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 
dimana setiap tahunnya ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami 
penurunan. Pada tabel 4.3 menujukan bahwa kenaikan yang cukup tinggi terjadi 
pada tahun 2011 yaitu sebesar 0.6949 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 
yaitu sebesar 0.6299. 
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Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2011 sampai pada tahun 
2016 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 ketimpangan di 
Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yaitu sebesar 0.6753, dari tahun 
sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 0.6945 dan pada tahun selanjutnya terus 
mengalami peningkatan ketimpangan hingga pada tahun 2016 meningkat menjadi 
sebesar 0.7736. 
Pada tabel 4.3, diketahui bahwa diantara ke enam Provinsi yang berada di 
Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo memiliki nilai ketimpangan yang rendah. 
Ketimpangan Provinsi Gorontalo pada dua tahun terakhir terus mengalami 
penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0.1563, dan menurun pada tahun 2016 
sebesar 0.1538. 
Pengukuran ketimpangan dengan menggunakan indeks Entropy Theil yaitu 
apabila mendekati 0 artinya ketimpangan di daerah tersebut sangat merata, 
sedangkan apabila mendekati 1 artinya sangat timpang. Jika dilihat dari tabel 4.3 
ketimpangan yang cukup tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan nilai 
ketimpangan yang rendah terjadi di Provinsi Gorontalo. Hal ini mengindikasi 
bahwa setiap Provinsi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan 
pada setiap Provinsi tersebut tidak bisa diterima secara merata maka dari itulah 
ketimpangan di atas cukup tinggi. 
2. Kurva U-Terbalik 
Dari hasil perhitungan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa 
ketimpangan yang terjadi di Pulau Sulawesi menunjukkan kecenderungan 
peningkatan ketimpangan selama periode penelitian. Lebih jauh akan dibahas 
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hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka 
menguji berlakunya hipotesis Kuznetss di Pulau Sulawesi. Hipotesis Kuznetss 
dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan ekonomi dengan 
indeks ketimpangan. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi 
atas dasar harga konstan 2010 dan indeks ketimpangan Indeks Entropi Theil.  
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Di Pulau 
Sulawesi Tahun 2011-2016 
Tahun  Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
PE KP PE KP PE KP PE KP PE KP PE KP 
2011 6.17 0.6949 9.82 0.6730 8.13 2.2939 10.63 0.6703 7.71 0.1640 10.73 0.1900 
2012 6.86 0.6746 9.53 0.6767 8.87 2.2922 11.65 0.6923 7.91 0.1610 9.25 0.1900 
2013 6.38 0.6630 9.59 0.6945 7.62 2.2938 7.50 0.6877 7.67 0.1607 6.93 0.1871 
2014 6.31 0.6587 5.07 0.6753 7.54 2.3199 6.26 0.6790 7.27 0.1615 8.86 0.1923 
2015 6.12 0.6404 15.52 0.7468 7.17 2.2907 6.88 0.6638 6.22 0.1563 7.39 0.1889 
2016 6.17 0.6299 9.98 0.7736 7.41 2.2946 6.51 0.6525 6.52 0.1538 6.03 0.1841 
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018 
Keterangan: 
PE : Pertumbuhan Ekonomi 
KP : Ketimpangan Pembangunan 
 
Tabel 4.4 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 
Utara dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 terus mengalami keadaan yang 
fluktuatif, begitupun dengan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara 
cenderung mengalami fluktuatif, artinya setiap kenaikan dan penurunan 
pertumbuhan ekonomi berdampak pada ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. 
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Pada Provinsi Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai pada 
tahun 2016 mengalami fluktuatif, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurun 
sebesar 5.07 dari 9.82 persen pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2015 
pertumbuhan ekonomi kembali meningkat yaitu sebesar 15.52 persen dan 
selanjutnya kembali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 
menjadi sebesar 9.98 persen. Sedangkan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tengah 
dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 ketimpangan terus mengalami 
peningkatan, dimana pada tahun 2016 ketimpangan sebesar 0.7736 persen, dengan 
kata lain di Provinsi Sulawesi Tengah setiap kenaikan maupun penurunan 
pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada ketimpangan di Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami keadaan yang 
fluktuatif, dari tahun 2011 hingga tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 pertumbuhan 
ekonomi mencapai 8.87 persen, kemudian tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 
mengalami penurunan menjadi sebesar 7.62 persen, hingga tahun 2016 
pertumbuhan mencapai sebesar 7.41 persen. Ketimpangan di Provinsi Sulawesi 
Selatan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 
2014 angka ketimapang di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.3199 persen. 
Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sangat melebar karena 
mencapai angka 2. Sama halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Tengah artinya dalam setiap kenaikan atau pun penurunan pertumbuhan ekonomi 
berdampak pada ketimpangan. 
96 
 
 
 
Pada Provinsi Sulawesi Tenggara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 
hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan, begitupun dengan ketimpangan di 
Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2011 sampai pada tahun 2016 terus 
mengalami penurunan, dengan kata lain di Provinsi Sulawesi Tenggara setiap 
penurunan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi 
Barat dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 mengalami fluktuatif. Sedangkan 
ketimpangan di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat dari tahun 2011 sampai 
pada tahun 2016 juga mengalami fluktuatif. Artinya setiap kenaikan dan penurunan 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat berdampak pada 
ketimpangan. 
Gambar 4.4 memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan dan 
pertumbuhan ekonomi. Dari gambar 4.4 yang menunjukkan hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi dengan indeks Entropi Theil menunjukkan bentuk U-
terbalik. Hal ini berarti bahwa, pada masa awal pertumbuhan terjadinya 
pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan yang memburuk pada masa 
berikutnya ketimpangan akan semakin menurun, kemudian akan mengalami 
kenaikan ketimpangan lagi. Dengan kurva tersebut, menunjukkan bentuk U-
terbalik. Hal ini berarti bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan berlaku di Pulau 
Sulawesi pada periode penelitian (2011-2016). Kurva hubungan antara angka 
Ketimpangan Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi untuk itu digunakan 
Regresion Curve Estimation seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.4: 
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Gambar 4.4 Kurva Hubungan Antara Indeks Entropi Theil dan 
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi 
 Sumber: Output SPSS 21 Data Sekunder Yang Diolah, 2018 
 
3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, 
uji multikolinieritas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas interpretasinya 
ditunjukkan sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah nilai residual 
terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual 
terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu 
dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov. Berikut 
hasil uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized 
Residual 
N 36 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
.94112395 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .486 
Asymp. Sig. (2-tailed) .972 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah, 2018 
Berdasarkan hasil ouput pada tabel 4.5 terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) 
sebesar 0,972 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yaitu 0,972 > 0,05. 
Hal itu berarti nilai residual terstandarnisasi dinyatakan menyebar secara normal. 
Uji normalitas dalam penelitian ini juga dapat dilakukan dengan cara analisis 
grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya: 
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi  
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Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas - Histogram 
 Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah, 2018 
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk 
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot 
residual juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram. Asumsi 
normalitas dapat diperiksa dengan melihat histogram dari nilai-nilai residual data 
sampel yang berdistribusi normal ditandai dengan kurva yang simetris. 
Pengujian normalitas melalui analisis grafik lainnya dilakukan dengan 
menganalisis grafik Probability Plot Residual Standardized Residual, yaitu dari 
nilai-nilai residual yang berdistribusi secara random dan terkumpul disekitar garis 
lurus yang melalui titik nol maka residual berdistribusi normal, seperti pada gambar 
4.6:  
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Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 
 Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
 
Gambar 4.6 menunjukkan gambar Normal Probability Plot menujukkan 
bahwa adanya titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal (membentuk garis lurus) dan menujukkan pola distribusi 
normal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi 
asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik Normal Probability Plot. 
b. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikoloniearitas dilakukan tujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Multikolinearitas 
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berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel 
bebas. Gejala multikoloniearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan 
variance inflation faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 
yang rendah sama dengan nlai VIF tinggi (karena VIF=1 / tolerance). Nilai cutoff 
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai 
tolerance ˂0,10 atau sama dengan VIF ˃10. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 
independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel 
independen lainnya. 
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
(Constant) - - 
LOG_Aglomerasi .012 80.565 
LOG_Tingkat Pengangguran Terbuka .419 2.385 
LOG_Desentralisasi Fiskal .129 7.754 
LOG_Investasi .013 78.951 
a. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan  
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
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 Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing 
variabel penelitian sebagai berikut: 
1) Untuk variabel aglomerasai nilai VIF sebesar 80.565 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0, 012 > 0,10 sehingga variabel aglomerasi dinyatakan 
tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
2) Untuk tingkat pengangguran terbuka nilai VIF sebesar 2.385 < 10 dan 
nilai toleransi sebesar 0,419 > 0,10 sehingga variabel tingkat 
pengangguran terbuka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
3) Untuk desentralisasi fiskal nilai VIF sebesar 7.754 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,129 > 0,10 sehingga variabel desentralisasi fiscal 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
4) Untuk investasi nilai VIF sebesar 78.951< 10 dan nilai toleransi sebesar 
0,013 > 0,10 sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 
pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 
dari autokorelasi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan 
uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson digunakan untuk autokorelasi 
tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 
(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel independen. Dan hasil uji 
autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson berikut: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df2 Sig. F Change 
1 31 .000 1.194 
a. Predictors: (Constant), Investasi, Desentralisasi Fiskal, tingkat Pengangguran 
Terbuka, Aglomerasi 
b. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
Tabel 4.7, dapat dilihat nilai Durbin-Watson untuk penelitian ini adalah 
sebesar 1.194 maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala 
autokorelasi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 
terjadi ketidaksamaan dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Model 
regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan semua variabel bebas 
terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang 
signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah 
heterokedastisitas. 
Berdasarkan output pada tabel 4.8, diketahui bahwa tidak terjadi 
heteroskedatistisitas. Hal ini karena nilai signifikansi variabel aglomerasi terhadap 
absolut residual sebesar 0,587 > 0,05, nilai signifikansi variabel tingkat 
pengangguran terbuka terhadap absolut residual sebesar 0,705 > 0,05, nilai 
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signifikansi variabel desentralisasi fiskal terhadap absolut residual sebesar 0,283 > 
0,05, sedangkan nilai signifikansi variabel investasi terhadap absolut residual 
sebesar 0,470 > 0,05.  
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedasitisitas – Metode Glejser 
 
Variabel T Sig. 
(constant) -0.668 0.509 
LOG_AG -0.550 0.587 
LOG_TPT 0.383 0.705 
 LOG_DF -1.093 0.283 
LOG_I 0.732 0.470 
a. Dependent Variable: LOG_KP 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
 
4. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi, 
bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen 
dinaikkan atau diturunkan nilainya. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua 
atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1, 
X2, X3, dan X4), cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara 
beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terkait. 
Analisis regresi berganda ada beberapa hal yang dianalisis sebagai dasar 
untuk melakukan analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang 
terbentuk, beberapa hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan analisis regresi yaitu 
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persamaan regresi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku 
koefisien regresi, nilai F hitung dan nilai t hitung. 
Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan  
output SPSS versi 21 variabel aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka 
desentralisasi fiskal, dan investasi terhadap variabel ketimpangan pembangunan 
yang ditunjukkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi 
 
Variabel Koefisien Regresi T hitung Sig. 
(B) 
(constant) 0.769 0.945 0.352 
LOG_AG 0.777 2.686 0.012 
LOG_TPT 0.074 0.670 0.508 
 LOG_DF 0.106 0.593 0.558 
LOG_I 0.222 0.866 0.393 
b. Predictors: (Constant), aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, 
desentralisasi fiskal, investasi 
c. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.9, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut: 
Log Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+e 
Sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut: 
Log Y = 0.769+ 0.777X1 + 0.074X2 + 0.106X3 + 0.222X4+e 
Keterangan: 
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Log Y = Ketimpangan Pembangunan 
X1  = Aglomerasi 
X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka 
X3 = Desentralisasi Fiskal 
X4 = Investasi 
a = Konstanta 
β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 
e = Standar error 
 Dari persamaan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut: 
1) Nilai Konstanta (a) 
Nilai konstanta sebesar 0.769 mengindikasikan bahwa jika variabel 
independen (Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Desentralisasi 
Fiskal, dan Investasi) nilainya 0 atau konstan maka Tingkat Ketimpangan 
Pembangunan nilainya sebesar 0.769. 
2) Aglomerasi (X1) 
Koefisien regresi variabel aglomerasi (X1) sebesar 0.777 bertanda positif 
(+), ini menunjukkan bahwa aglomerasi mempunyai hubungan searah 
dengan tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa setiap kenaikan satu persen aglomerasi (X1) akan meningkatkan 
tingkat ketimpangan pembangunan (Y) sebesar 0.777 di Pulau Sulawesi 
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah 
tetap.  
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3) Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) 
Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran perbuka (X2) sebesar 
0.074 bertanda negatif (+), ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 
terbuka mempunyai hubungan yang searah dengan tingkat ketimpangan di 
Pulau Sulawesi. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu 
persen tingkat pengangguran terbuka maka tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi naik sebesar 0.074 dengan asumsi bahwa 
variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 
4) Desentralisasi Fiskal (X3) 
Nilai Koefisien regresi variabel desentralisasi fiskal (X3) sebesar 0.106 
bertanda positif (+), ini mengindikasikan bahwa tingkat desentralisasi 
fiskal mempunyai hubungan searah dengan tingkat ketimpangan di Pulau 
Sulawesi. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu persen 
tingkat desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi meningkat sebesar 0.106 dengan asumsi 
bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 
5) Investasi (X4) 
Nilai Koefisien regresi variabel investasi (X4) sebesar 0.222 bertanda 
positif (+), ini mengindikasikan bahwa investasi mempunyai hubungan 
searah dengan tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi. Hal ini 
mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu persen investasi maka akan 
menyebabkan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi 
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meningkat sebesar 0.222 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain 
dari model regresi adalah tetap. 
5. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien korelasi (R) pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan 
tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan 
variabel tersebut. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 
pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut : 
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 .987a .974 .970 .06848 
a. Predictors: (Constant), Investasi, Desentralisasi Fiskal, tingkat Pengangguran 
Terbuka, Aglomerasi 
b. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.10, terlihat bahwa nilai R adalah 0,988 menurut pedoman 
interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi 
berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,80 - 1,0. Hal ini menunjukkan 
bahwa aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan 
investasi berpengaruh sangat kuat terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 
sebesar 0.987 atau sebesar 98,7 %. Artinya bahwa 1,3% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 4.10, nilai R2 (Adjusted R 
Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
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kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat 
(dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0.974, hal ini berarti 
bahwa 97,4 persen yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan 
dipengaruhi oleh variabel aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi 
fiskal, dan investasi. Sisanya sebesar 2.6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
6. Uji Hipotesis 
Uji Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji F dan uji T 
interpretasinya ditunjukkan sebagai berikut: 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Hipotesis simultan dalam peneitian ini adalah diduga bahwa aglomerasi (X1), 
tingkat pengangguran terbuka (X2), desentralisasi fiskal (X3), dan  investasi (X4), 
berpengaruh secara simultan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan (Y). 
Hasil pengujian uji F ditampilkan sebagai berikut: 
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan – Uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 5.346 4 1.336 284.940 .000b 
Residual .145 31 .005   
Total 5.491 35    
a. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan 
b. Predictors: (Constant), Investasi, Desentralisasi Fiskal, Tingkat 
Pengangguran Terbuka, Aglomerasi 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa dalam pengujian regresi 
berganda menunjukkan hasil nilai Fhitung sebesar 284.940 dengan tingkat 
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signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa aglomerasi, 
tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau 
Sulawesi.  
b. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara 
parsial variabel aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi fiskal, dan 
investasi terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Uji t digunakan 
untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat 
signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 
parsial ini adalah sebagai berikut: 
H0 :  tidak terdapat pengaruh variabel aglomerasi, tingkat pengangguran 
terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi signifikan terhadap 
tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
Ha :  terdapat pengaruh variabel aglomerasi, tingkat pengangguran 
terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi signifikan terhadap 
tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada tabel uji parsial dengan 
memperhatikan kolom signifikansi dan nilai thitung dan membandingkan dengan 
taraf signifikansi α = 0,05 Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu : 
1) Jika nilai signifikansi < 0,05 dan thitung > ttabel, maka H0 ditolak Ha 
diterima.  
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2) Jika nilai signifikansi > 0,05 dan thitung < ttabel, maka H0 diterima Ha 
ditolak. 
Hasil pengujian uji t tersebut ditampilkan sebagai berikut : 
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial – Uji t 
 
Variabel  Coef. Std. Error t-Statistic Prob. 
Constant 0.769 0.813 0.945 0.352 
LOG(AG) 0.777 0.289 2.686 0.012 
LOG(TPT) 0.074 0.110 0.670 0.508 
LOG(DF) 0.106 0.180 0.593 0.558 
LOG(I) 0.222 0.256 0.866 0.393 
Sumber: Output SPSS 21 yang Diolah, 2018 
Tabel 4.12, menunjukkan perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian 
parsial terhadap masing-masing variabel aglomerasi, tingkat pengangguran 
terbuka, desentralisasi fiskal, dan investasi secara parsial terhadap variabel tingkat 
ketimpangan pembanguan di Pulau Sulawesi dapat dianalisis sebagai berikut: 
a) Uji Hipotesis Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan. 
Nilai signifikansi untuk variabel aglomerasi (X1) yang ditunjukkan oleh 
tabel 4.12 adalah 0.012. Nilai Signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 
0,05 atau 0.012 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima. Variabel 
aglomerasi (X1) mempunyai nilai thitung yakni 2.686 menunjukkan nilai 
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positif (+). Artinya variabel aglomerasi (X1) mempunyai hubungan searah 
dengan tingkat ketimpangan pembangunan (Y). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel aglomerasi (X1) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
b) Uji Hipotesis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) Terhadap 
Tingkat Ketimpangan Pembangunan. 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 
variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) adalah 0,508. Nilai 
Signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau 0,508 > 0.05. 
Maka H0 diterima dan Ha ditolak. Variabel tingkat pengangguran terbuka 
(X2) mempunyai nilai thitung yakni 0.670 menunjukkan nilai positif (+). 
Artinya variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) mempunyai hubungan 
yang searah dengan tingkat ketimpangan pembangunan (Y). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X2) 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi.  
c) Uji Hipotesis Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X3) Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan. 
Nilai signifikansi untuk variabel desentralisasi fiskal (X3) yang 
ditunjukkan oleh tabel 4.12 adalah 0.558. Nilai Signifikansi lebih besar 
dari nilai probabilitas 0.05 atau 0.558 > 0.05. Maka H0 diterima dan Ha 
ditolak. Variabel desentralisasi fiskal (X3) mempunyai nilai thitung yakni 
0.593 menunjukkan nilai positif (+). Artinya variabel desentralisasi fiskal 
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(X3) mempunyai hubungan searah dengan tingkat ketimpangan 
pembangunan (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
desentralisasi fiskal (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi.  
d) Uji Hipotesis Pengaruh Investasi (X4) Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan. 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 
variabel investasi (X4) adalah 0.393. Nilai Signifikansi lebih kecil dari 
nilai probabilitas 0.05 atau 0.393 < 0.05. Maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
Variabel investasi (X4) mempunyai nilai thitung yakni 0.866 menunjukkan 
nilai positif (+). Artinya variabel investasi (X4) mempunyai hubungan 
searah dengan tingkat ketimpangan pembangunan (Y). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel investasi (X4) berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi.  
D. Pembahasan 
1. Ketimpangan Pembangunan 
Ketimpangan antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan 
ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber 
daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing 
wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong 
proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu disetiap daerah 
biasanya terdapat daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012). 
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Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Pulau Sulawesi tahun 2011 
angka Indeks Entropy Theil adalah 0,78102 kemudian mengalami peningkatan di 
tahun 2012 sebesar 0,78113 ini menandakan bahwa kurangnya pemerataan antar 
wilayah di Pulau Sulawesi, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 
sebesar 0,78142. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan terus melebar. 
Meskipun ketimpangan terus mengalami peningkatan akan tetapi ketimpangan 
yang terjadi masih tergolong rendah karena rata-rata ketimpangan yang terjadi 
sebesar 0,78116 masih di bawah 0,5. 
Ketimpangan terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor 
basis di wilayah tertentu, sehingga yang menikmati hasilnya hanya sebagian, serta 
adanya perbedaan sumber daya alam yang di miliki antar Provinsi sehingga 
berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar wilayah. 
Infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan harus lebih di utamakan dan 
ditingkatkan oleh pemerintah masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi, karena 
ini merupakan faktor yang sangat menunjang agar sumber daya manusia terus 
berkembang dan mampu mengelolah sumber daya alam dengan baik agar memiliki 
nilai tambah yang tinggi demi kemajuan wilayah itu sendiri. Pembangunan 
infrastruktur ini harus harus merata di setiap wilayah di Pulau Sulawesi agar 
ketimpangan antar wilayah berkurang atau tidak ada lagi. 
2. Hipotesis Kuznets  
Laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi cenderung tumbuh tidak stabil 
pada tahun penelitian. Disisi lain, tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi pada 
tahun 2011-2016 meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pertumbuhan ekonomi yang cenderung berfluktuatif seperti yang terjadi di Pulau 
Sulawesi tidak dapat meningkatkan ataupun mengurangi ketimpangan 
pembangunan sehingga dapat dikatakan ada trade off antara ketidakmerataan 
dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Seiring dengan Hipotesis 
Kuznets mengenai Kurva U-Terbalik dimana menjelaskan bahwa Pada 
pertumbuhan awal ketimpangan membaik dan pada tahap-tahap berikutnya 
ketimpangan justru semakin meningkat, namun pada suatu waktu akan terjadi 
penurunan ketimpangan lagi dan akhirnya akan meningkat lagi sehingga dapat 
dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Sulawesi bahwa kurva 
hubungan antara indeks entropy theil dengan pertumbuhan ekonomi menyerupai 
sebuah kurva huruf U-Terbalik. Hal ini membuktikan bahwa dalam enam tahun 
terakhir pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan Pulau Sulawesi merata 
meskipun cenderung mengalami fluktuatif, sehingga hipotesis Kuznets tentang 
kurva U-terbalik terbukti berlaku di Pulau Sulawesi selama tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2016. Dapat dikatakan bahwa diawal pembangunan diperlukan 
pertumbuhan yang tinggi (syarat perlu), setiap provinsi yang berada di wilayah 
Pulau Sulawesi telah berusaha meningkatkan pertumbuhannya dengan 
mengandalkan sektor unggulan wilayah.  
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnowati 
(2007) tentang pengujian hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan Jawa 
Tengah. Hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik terbukti di wilayah Jawa 
Tengah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurhuda dkk (2012), tentang 
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analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011. 
Dimana hasil penelitian tentang hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik berlaku 
di Provinsi Jawa Timur selama tahun periode penelitian. 
Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 
(2017), tentang Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan 
Mamminasata. Hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik terbukti tidak berlaku di 
kawasan mamminasata selama 2004 sampai dengan 2015.  
3. Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Desentralisasi 
Fiskal, dan Investasi terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan 
a. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
Dari hasil analisis data regresi variabel aglomerasi memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Nilai 
signifikansi variabel aglomerasi lebih kecil dari nilai probabilitas, mengindikasikan 
bahwa setiap kenaikan satu persen aglomerasi akan meningkatkan tingkat 
ketimpangan pembangunan sebesar satu persen di Pulau Sulawesi dengan asumsi 
bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai variabel 
aglomerasi menunjukkan nilai positif (+). Artinya variabel aglomerasi mempunyai 
hubungan searah dengan tingkat ketimpangan pembangunan dimana kenaikan nilai 
aglomerasi akan mengakibatkan kenaikan pula terhadap ketimpangan di Pulau 
Sulawesi sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut sejalan 
dengan hipotesis. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), tentang 
pengaruh variabel aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan 
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ekonomi dikawasan Maminasata. Hasil penelitian Lestari menunjukan bahwa 
antara aglomerasi dan tingkat ketimpangan pembengunan ekonomi terdapat 
hubungan positif dan signifikan. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi 
maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian yang 
sama dilakukan oleh Angelia (2010), tentang analisis ketimpangan pembangunan 
wilayah di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995-2008. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 
wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Samsir dan Rahman (2018), dimana dalam 
penelitiannya menjelaskan tentang pengaruh aglomerasi terhadap disparitas 
pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Disparitas 
pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Sjafrizal (2008), mengatakan bahwa terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi 
yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan 
pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan 
aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah 
dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut 
selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan 
penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula 
sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif 
rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya 
tingkat pendapatan masyarakat. 
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b. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan 
Hasil analisis data regresi variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan di 
Pulau Sulawesi. Nilai signifikansi untuk variabel tingkat pengangguran terbuka 
lebih besar dari nilai probabilitas. Ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat 
pengangguran terbuka maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain 
dari model regresi adalah tetap. Begitupun sebaliknya setiap penurunan tingkat 
pengangguran terbuka maka akan mengakibatkan penurunan tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi. Arah hubungan antara tingkat pengangguran 
terbuka dengan tingkat ketimpangan pembangunan bertanda positif (+), ini 
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan yang 
searah dengan tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi. Dimana kenaikan tingkat 
pengangguran terbuka akan mengakibatkan tingkat ketimpangan pembangunan 
meningkat di Pulau Sulawesi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 
sejalan dengan hipotesis. 
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari 
(2017), hasil penelitian menunjukan bahwa antara tingkat pengangguran dan 
tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terdapat hubungan positif. Hal itu 
berarti setiap kenaikan tingkat pengangguran maka akan meningkatkan pendapatan 
perkapita sehingga dapat menurunkan kesenjangan pendapatan di suatu daerah. 
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ulfie (2014) dimana pengangguran 
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berpengaruh positif. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upah merupakan 
salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat 
pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. 
Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil dan akan 
berdampak pada ketimpangan setaip daerahnya. Turunnya TPT diasumsikan 
semakin banyak faktor produksi yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan 
ekonomi. Kegiatan ekonomi ini pada akhirnya akan memberikan pemasukan 
kepada masyarakat. Menurunnya TPT juga mengindikasikan semakin banyaknya 
penerima pendapatan di masyarakat, meskipun gaji maupun upah yang diterima 
tidak sama di setiap daerah. Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dan 
menerima pendapatan diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi 
pendapatan yang ada. 
Menurut Samsir dan Rahman (2018), Upah merupakan salah satu komponen 
dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin 
tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai 
pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Oleh karena itu, nilai pendapatan 
nasional yang semakin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai 
pendapatan perkapita juga. Atau dapat juga dikatakan, orang yang menganggur 
berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya pun akan membebani orang 
lain yang bekerja. Hal ini pun mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan 
perkapita. Dengan kata lain, apabila tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi, 
maka pendapatan perkapita akan menurun. Dan sebaliknya, apabila tingkat 
pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan meningkat, yang dapat 
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menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah pula. Akan tetapi, 
tingkat pengangguran harus terus diminimalisir. Untuk mengatasi masalah 
pengangguran yang nantinya akan berdampak pada tingkat kesenjangan pendapatan 
ini, dapat dilakukan beberapa cara, di antara lain: mendorong majunya pendidikan, 
meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan, 
meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan, mendorong terbukanya 
kesempatan usahausaha informal, meningkatkan usaha transmigrasi, meningkatkan 
pembangunan dengan sistem padat karya, serta membuka kesempatan untuk 
bekerja keluar negeri. 
c. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
Hasil analisis data regresi variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. 
Nilai signifikansi untuk variabel desentralisasi fiskal lebih kecil dari nilai 
probabilitas, hal mengindikasikan bahwa bahwa setiap kenaikan satu persen 
desentralisasi fiskal maka tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi 
naik sebesar satu persen dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model 
regresi adalah tetap. Begitupun sebaliknya setiap penurunan satu persen 
desentralisasi fiskal maka tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi 
turun sebesar satu persen. Arah hubungan antara desentralisasi fiskal dengan tingkat 
ketimpangan pembangunan bertanda positif (+), ini menunjukkan bahwa 
desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang searah dengan tingkat 
ketimpangan di Pulau Sulawesi. Dimana kenaikan desentralisasi fiskal akan 
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mengakibatkan kenaikan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsir dan 
Rahman (2018), dimana hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa desentralisasi 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Disparitas pendapatan di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang tinggi maka akan 
mengakibatkan tingkat ketimpangan pembangunan meningkat. 
Menurut Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat 
yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi 
kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata (2005) menjelaskan pada sistem 
sentralistik pelaksaanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke 
daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi 
daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem 
sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk 
memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan–kebijakan untuk 
pembangunan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Lesman (2006), yang menganalisis mengenai Desentralisasi Fiskal 
dan Ketimpangan Regional dengan menggunakan pendekatan data panel pada 
negara-negara OECD. Dalam penelitiannya Lesman menemukan bahwa derajat 
dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi, 
wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya 
desentralisasi, begitupun sebaliknya. 
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d. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
Hasil analisis data regresi variabel investasi memiliki pengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Nilai 
signifikansi untuk variabel investasi lebih besar dari nilai probabilitas yang 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen investasi maka tingkat 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi naik sebesar satu peren dengan 
asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Begitupun 
sebaliknya setiap penurunan satu persen investasi maka tingkat ketimpangan 
pembangunan di Pulau Sulawesi turun sebesar satu persen. Arah hubungan antara 
investasi dengan tingkat ketimpangan pembangunan bertanda positif (+), ini 
menunjukkan bahwa investasi mempunyai hubungan yang searah dengan tingkat 
ketimpangan di Pulau Sulawesi. Dimana kenaikan investasi akan mengakibatkan 
kenaikan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis. 
Teori Myrdal yang mengatakan bahwa adanya perpindahan modal dan motif 
laba yang cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah terbukti di Pulau 
Sulawesi. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), motif laba yang mendorong 
berkembangnya pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba 
tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Tetapi hal ini tidak sejalan 
dengan teori Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu 
wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita naik 
karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Dengan persebaran dan kenaikan 
investasi maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil regresi 
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ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiantoro 
Hartono (2008), dimana hasil penelitiannya menunjukkan hubungan negatif antara 
investasi swasta dengan ketimpangan pembangunan ekonomi. Dalam penelitiannya 
dikemukakan bahwa setiap peningkatan investasi swasta yang berarti peningkatan 
penanaman modal maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningakatan 
kemakmuran sehingga ketimpangan akan berkurang.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Perdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Pulau Sulawesi tahun 2011 
angka Indeks Entropy Theil adalah 0,78102 kemudian mengalami 
peningkatan di tahun 2012 sebesar 0,78113 ini menandakan bahwa kurangnya 
pemerataan antar wilayah di Pulau Sulawesi, dan terus mengalami 
peningkatan hingga tahun 2016 sebesar 0,78142. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketimpangan terus melebar. Meskipun ketimpangan terus mengalami 
peningkatan akan tetapi ketimpangan yang terjadi masih tergolong rendah 
karena ketimpangan yang terjadi masih di bawah 0,5. 
2. Hipotesis Kuznets yaitu analisis mengenai Kurva U-Terbalik berlaku atau terbukti 
di Pulau Sulawesi. Hal ini sejalan dengan Hipotesis Kuznets, dimana pada 
pertumbuhan awal ketimpangan membaik dan pada tahap-tahap berikutnya 
ketimpangan justru semakin meningkat. Namun, pada suatu waktu akan terjadi 
penurunan ketimpangan dan akhirnya akan meningkat lagi sehingga dapat dikatakan 
peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Maka dalam penelitian ini Hipotesis 
Kuznets berlaku. 
3. Aglomerasi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat 
ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. Kenaikan tingkat aglomerasi 
menyebabakan kenaikan ketimpangan pembangunan. 
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4. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan dan 
berhubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau 
Sulawesi. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka menyebabkan tingkat 
ketimpangan pembangunan meningkat di Pulau Sulawesi. 
5. Desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan positif 
terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Kenaikan desentralisasi fiskal 
mengakibatkan kenaikan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau 
Sulawesi. 
6. Investasi tidak berpengaruh secara signifikan tetapi berhubungan positif 
terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. 
7. Secara simultan aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, desentralisasi 
fiskal, dan investasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 
tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka pada bagian ini 
dikemukakan beberapa saran baik untuk kepentingan praktis maupun 
pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut:  
1. Mengenai ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi termasuk dalam 
kategori yang sedang, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan 
implementasi kebijakan ekonomi maupun nonekonomi yang saling 
mendukung agar ketimpangan pembangunan dapat membaik. 
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2. Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di 
Pulau Sulawesi, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi 
pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga wilayah lain tetap terbelakang. 
Oleh karena itu diperlukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di 
masing-masing wilayah. Adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini 
dapat menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah 
tertentu. 
3. Peningkatan lapangan pekerjaan harus lebih diperhatikan agar dapat 
mengimbangi dengan jumlah pengangguran yang terus melebar. 
4. Kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya dapat digunakan untuk 
mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Sulawesi. Otonomi daerah 
merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan bijaksana dan 
bertanggung jawab. Usaha menciptakan sumber perekonomian baru dan 
pembangunan infrastruktur sebagai otonomi daerah perlu dilakukan untuk 
mencapai kemandirian wilayah. Sebab dengan adanya kewenangan tersebut, 
maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi yang 
dimilki setiap wilayah akan dapat lebih digerakkan. 
5. Dalam hal investasi pemerintah harus lebih mengutamakan wilayah masih 
terbelakang. 
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Lampiran 1 
Hasil Indeks Intropi Theil 
Prov
insi 
Tahun 
PDRB  
Perkapita 
Provinsi 
(Yi) 
Rata-Rata 
PDRB 
Perkapita 
Sulawesi 
(Y) 
Jumlah 
Penduduk 
Provinsi 
(Ni) 
Jumlah 
Penduduk 
Sulawesi 
(N) 
Yi / Y 
 
Ni / N 
 
(Yi/y) / 
(Ni/N) 
 
LOG 
(Yi/y) / 
(Ni/N) 
 
(Yi / Y) 
* LOG 
(Yi/y) / 
(Ni/N) 
 
S 
U 
L 
A 
W 
E 
S 
I 
  
U 
T 
A 
R 
A 
2011 54,910.90 64,449.41 2,305.90 17,699.30 0.852 0.13028 6.53966 0.81556 0.6949 
2012 58,677.59 70,278.51 2,333.50 17,959.30 0.83493 0.12993 6.42586 0.80793 0.6746 
2013 62,422.50 75,682.44 2,360.40 18,216.90 0.8248 0.12957 6.36553 0.80383 0.6630 
2014 66,360.76 80,881.60 2,386.60 18,471.90 0.82047 0.1292 6.35029 0.80279 0.6587 
2015 70,425.33 87,507.01 2,412.10 18,724.00 0.8048 0.12882 6.24726 0.79569 0.6404 
2016 74,771.07 94,004.53 2,436.90 18,973.30 0.7954 0.12844 6.19284 0.79189 0.6299 
          
S 
U 
L 
A 
W 
E 
S 
I 
  
T 
2011 56,833.83 64,449.41 2,692.80 17,699.30 0.88184 0.15214 5.79615 0.76314 0.6730 
2012 62,249.53 70,278.51 2,739.30 17,959.30 0.88575 0.15253 5.80715 0.76396 0.6767 
2013 68,219.32 75,682.44 2,785.50 18,216.90 0.90139 0.15291 5.895 0.77048 0.6945 
2014 71,677.53 80,881.60 2,831.30 18,471.90 0.8862 0.15328 5.78175 0.76206 0.6753 
2015 82,787.20 87,507.01 2,876.70 18,724.00 0.94606 0.15364 6.15778 0.78942 0.7468 
2016 91,053.05 94,004.53 2,921.70 18,973.30 0.9686 0.15399 6.29003 0.79865 0.7736 
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E 
N 
G 
A 
H 
S 
U 
L 
A 
W 
E 
S 
I 
  
S 
E 
L 
A 
T 
A 
N 
2011 185,708.47 64,449.41 8,156.10 17,699.30 2.88146 0.46081 6.25297 0.79609 2.2939 
2012 202,184.59 70,278.51 8,250.00 17,959.30 2.8769 0.45937 6.26269 0.79676 2.2922 
2013 217,589.13 75,682.44 8,342.00 18,216.90 2.87503 0.45793 6.27836 0.79785 2.2938 
2014 233,988.05 80,881.60 8,432.20 18,471.90 2.89297 0.45649 6.33745 0.80191 2.3199 
2015 250,802.99 87,507.01 8,520.30 18,724.00 2.86609 0.45505 6.29845 0.79923 2.2907 
2016 269,423.09 94,004.53 8,606.40 18,973.30 2.86606 0.45361 6.3184 0.80061 2.2946 
          
S 
U 
L 
A 
W 
E 
S 
I 
  
T 
2011 53,546.69 64,449.41 2,294.40 17,699.30 0.83083 0.12963 6.40915 0.8068 0.6703 
2012 59,785.40 70,278.51 2,345.50 17,959.30 0.85069 0.1306 6.51368 0.81383 0.6923 
2013 64,268.71 75,682.44 2,396.70 18,216.90 0.84919 0.13156 6.45454 0.80987 0.6877 
2014 68,291.78 80,881.60 2,448.10 18,471.90 0.84434 0.13253 6.3709 0.8042 0.6790 
2015 72,993.33 87,507.01 2,499.50 18,724.00 0.83414 0.13349 6.24864 0.79579 0.6638 
2016 77,747.55 94,004.53 2,551.00 18,973.30 0.82706 0.13445 6.15135 0.78897 0.6525 
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E 
N 
G 
G 
A 
R 
A 
G 
O 
R 
O 
N 
G 
T 
A 
L 
O 
2011 16,669.09 64,449.41 1,062.60 17,699.30 0.25864 0.06004 4.30804 0.63428 0.1640 
2012 17,987.07 70,278.51 1,080.30 17,959.30 0.25594 0.06015 4.25484 0.62888 0.1610 
2013 19,367.57 75,682.44 1,098.00 18,216.90 0.25591 0.06027 4.24573 0.62795 0.1607 
2014 20,775.80 80,881.60 1,115.60 18,471.90 0.25687 0.06039 4.25315 0.62871 0.1615 
2015 22,068.80 87,507.01 1,133.20 18,724.00 0.25219 0.06052 4.16704 0.61983 0.1563 
2016 23,507.62 94,004.53 1,150.80 18,973.30 0.25007 0.06065 4.1229 0.6152 0.1538 
          
S 
U 
L 
A 
W 
E 
S 
I 
  
B 
A 
R 
A 
T 
2011 19,027.50 64,449.41 1,187.50 17,699.30 0.29523 0.06709 4.40033 0.64349 0.1900 
2012 20,786.89 70,278.51 1,210.70 17,959.30 0.29578 0.06741 4.38753 0.64222 0.1900 
2013 22,227.39 75,682.44 1,234.30 18,216.90 0.29369 0.06776 4.33458 0.63695 0.1871 
2014 24,195.65 80,881.60 1,258.10 18,471.90 0.29915 0.06811 4.39222 0.64268 0.1923 
2015 25,964.43 87,507.01 1,282.20 18,724.00 0.29671 0.06848 4.3329 0.63678 0.1889 
2016 27,524.77 94,004.53 1,306.50 18,973.30 0.2928 0.06886 4.25215 0.62861 0.1841 
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Lampiran 2 
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Di 
Pulau Sulawesi Tahun 2011-2016 
Tahun 
Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
PE KP PE KP PE KP PE KP PE KP PE KP 
2011 6.17 0.6949 9.82 0.673 8.13 2.2939 10.63 0.6703 7.71 0.164 10.73 0.19 
2012 6.86 0.6746 9.53 0.6767 8.87 2.2922 11.65 0.6923 7.91 0.161 9.25 0.19 
2013 6.38 0.663 9.59 0.6945 7.62 2.2938 7.5 0.6877 7.67 0.1607 6.93 0.1871 
2014 6.31 0.6587 5.07 0.6753 7.54 2.3199 6.26 0.679 7.27 0.1615 8.86 0.1923 
2015 6.12 0.6404 15.52 0.7468 7.17 2.2907 6.88 0.6638 6.22 0.1563 7.39 0.1889 
2016 6.17 0.6299 9.98 0.7736 7.41 2.2946 6.51 0.6525 6.52 0.1538 6.03 0.1841 
Keterangan: 
PE : Pertumbuhan Ekonomi 
KP : Ketimpangan Pembangunan 
Kurva Hubungan Antara Indeks Intropi Theil Dengan Pertumbuhan 
Ekonomi Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2016 
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Lampiran 3 
Provinsi Tahun 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Total 
Penerimaan 
Daerah Desentralisasi Fiskal 
SULAWESI 
UTARA 
        
2011 535,087,974.49 1,474,978,922.68 0.3628 
2012 633,650,532.71 1,834,908,287.64 0.3453 
2013 789,631,753.62 2,062,083,087.02 0.3829 
2014 939,998,888.47 2,323,127,744.36 0.4046 
2015 1,012,945,961.39 2,527,959,070.03 0.4007 
2016 981,044,550.49 2,885,186,111.29 0.3400 
          
SULAWESI 
TENGAH 
2011 519,974.42 1,410,593.61 0.3686 
2012 605,821.44 1,962,393.17 0.3087 
2013 662,226.62 2,132,935.01 0.3105 
2014 824,611.35 2,440,226.82 0.3379 
2015 904,937.13 2,901,587.58 0.3119 
2016 939,092.72 3,175,693.87 0.2957 
      
SULAWESI 
SELATAN 
2011 1,959,515,902.11 3,110,566,841.41 0.6300 
2012 2,198,776,396.28 4,476,616,411.00 0.4912 
2013 2,560,045,630.00 4,959,640,883.00 0.5162 
2014 3,029,122,238.50 5,503,161,406.07 0.5504 
2015 3,270,828,511.47 6,105,815,095.56 0.5357 
2016 3,449,561,308.10 7,162,588,691.18 0.4816 
       
SULAWESI 
TENGGARA 
2011 346,169.83 1,288,979.73 0.2686 
2012 502,842.25 3,121,126.41 0.1611 
2013 514,857.03 1,972,559.88 0.2610 
2014 599,942.75 2,189,559.76 0.2740 
2015 667,079.20 2,263,036.90 0.2948 
2016 756,302.66 2,809,721.46 0.2692 
        
GORONTALO 
2011 154,476.79 683,600.56 0.2260 
2012 180,090.95 933,169.94 0.1930 
2013 214,614.53 1,052,555.93 0.2039 
2014 281,920.21 1,209,049.49 0.2332 
2015 289,557.15 1,389,324.21 0.2084 
2016 311,223.20 1,583,715.04 0.1965 
          
SULAWESI 
BARAT 
2011 110,075.88 691,786.71 0.1591 
2012 140,396.94 959,029.57 0.1464 
2013 154,131.86 1,073,860.20 0.1435 
2014 223,704.91 1,240,241.99 0.1804 
2015 239,795.82 1,473,749.82 0.1627 
2016 278,766.46 1,706,336.87 0.1634 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 
(ADHK) Tahun 2010 Di Pulau Sulawesi Dan Indonesia Tahun 2011-2016 
Tahun 
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
Indonesia 
                
2011 54,910.90 56,833.83 185,708.47 53,546.69 16,669.09 19,027.50 7,286,914.79 
2012 58,677.59 62,249.53 202,184.59 59,785.40 17,987.07 20,786.89 7,735,785.46 
2013 62,422.50 68,219.32 217,589.13 64,268.71 19,367.57 22,227.39 8,605,809.67 
2014 66,360.76 71,677.53 233,988.05 68,291.78 20,775.80 24,195.65 8,179,836.08 
2015 70,425.33 82,787.20 250,802.99 72,993.33 22,068.80 25,964.43 9,033,169.00 
2016 74,771.07 91,053.05 269,423.09 77,747.55 23,507.62 27,524.77 9,499,730.00 
 
Perkembangan Aglomerasi Di Pulau Sulawesi Dan Indonesia Tahun 2011-
2016 
Tahun 
Aglomerasi  
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
              
2011 0.00109 0.00113 0.00369 0.00106 0.00033 0.00038 
2012 0.00117 0.00124 0.00402 0.00119 0.00036 0.00041 
2013 0.00124 0.00136 0.00432 0.00128 0.00038 0.00044 
2014 0.00132 0.00142 0.00465 0.00136 0.00041 0.00048 
2015 0.00140 0.00164 0.00498 0.00145 0.00044 0.00052 
2016 0.00149 0.00181 0.00535 0.00154 0.00047 0.00055 
 
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi Di Pulau 
Sulawesi 
Tahun 2011-2016 
Tahun 
Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam Persen (%) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
              
2011 8.62 4.01 6.56 3.06 4.26 2.82 
2012 7.79 3.93 5.87 4.04 4.36 2.14 
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2013 6.79 4.19 5.1 4.38 4.15 2.35 
2014 7.54 3.68 5.08 4.43 4.18 2.08 
2015 9.03 4.1 5.95 5.55 4.65 3.35 
2016 6.18 3.29 4.8 2.72 2.76 3.33 
 
Perkembangan Investasi Antar Provinsi Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2016 
Tahun 
Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
(Jutaan Rupiah) 
 Sulawesi 
Utara 
Sulawesi 
Tengah 
Sulawesi 
Selatan 
Sulawesi 
Tenggara 
Gorontalo 
Sulawesi 
Barat 
2011 21.962 21.262 64.561 22.317 5.288 5.223 
2012 22.37 24.157 74.678 23.366 5.726 5.599 
2013 23.331 26.67 82.975 24.807 6.188 6.253 
2014 23.801 30.72 89.71 28.742 6.722 6.726 
2015 26.068 35.082 96.963 30.006 7.316 7.223 
2016 27.708 37.32 103.769 32.208 8.976 7.991 
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Lampiran 4 
Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized 
Residual 
N 36 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
.94112395 
Most Extreme Differences 
Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .486 
Asymp. Sig. (2-tailed) .972 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Hasil Uji Normalitas 
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Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
LOG_AG .012 80.565 
LOG_TPT .419 2.385 
LOG_DF .129 7.754 
LOG_I .013 78.951 
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a. Dependent Variable: LOG_KP 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df2 Sig. F Change 
1 31 .000 1.194 
c. Predictors: (Constant), Investasi, Desentralisasi Fiskal, tingkat Pengangguran 
Terbuka, Aglomerasi 
d. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan 
 
Hasil Uji Heteroskedasitisitas 
 
Coefficientsa 
Model t Sig. 
1 
(Constant) -.668 .509 
LOG_AG -.550 .587 
LOG_TPT .383 .705 
LOG_DF -1.093 .283 
LOG_I .732 .470 
a. Dependent Variable: LOG KP 
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Lampiran 5 
 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .769 .813  .945 .352 
LOG_AG .777 .289 .705 2.686 .012 
LOG_TPT .074 .110 .030 .670 .508 
LOG_DF .106 .180 .048 .593 .558 
LOG_I .222 .256 .225 .866 .393 
a. Dependent Variable: LOG_KP 
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